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PERATURAN GUBERNUE RIAL
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABOR ATORIUM PENGUJIAN
DINAS ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAIHA ESA
GUBERNUR RIAT,

Menimbiagig: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat {2},
Pusal 41 avar (2}, Pasal 43 ayal {2) Peraturan Menteri Lralam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Poraturan Gubernur tentang Pola
Tatn kelola, Rencana Strategis dan  Standar Pelayanan
Winimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengufian Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat: 1. DPasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesta Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 teniang
Perhendaharasan  Negara, {Lembaran Negara Republik
Indopesia ‘Iahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahl Penggantl
Undang-Undang Nomwor 1 Tahun 2020 tentang Kebijalaan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Kevangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid-
19] dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahavakan — Perckonomian Nasicanl dan/atau
Siabilitas Sistemn  Keuangan Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomar 134.Tambahan Lembaran Negara Nomor 6310);

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peralwan Perundang-Undangan
(Lemibaran  Negara  Republik ndonesia ‘Tahun 201
Nomor 82, Tambahan Lembamn Negams Repubiik
Indornesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13
rahun 2022 tentang Perubahan Kedua ‘Alas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undungan  [Lembraran  Negara
Republikk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 6801
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara “epublik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana
telah  cdiubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentany; Penctapan
Femturan Femerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lemibaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara FRepublik
Indonesia Nomor 6308,

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 teniang
Perigelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomar 48,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor
4502y sebaggimana telah diubah dengan Perawran
Pemerintah  Republik Indonesia Nomwor V4 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraluran Pemérintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 3340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ienlang
Pengelolsan  Keuangsan  Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Komor 4Z, Tambahan
lL.embaran Negara Republk Indonesia Noemor 6322);

Peratiiran Menteri [alam Negeri Nomor #0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebragaimana telah diubah dengan Peratwan Menteri
Dalam  Neger:  Nomor 120 Tahun 2018 rentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor
& Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2019
Nomor 137);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 79 Tahun 2018
tentang DBadan Layanan Umum Daerah [Berita Negara
Eepublik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedonan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Beopublik Indonesia Talhmn 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsl Riau [Lembaran Daerah Protinsi Riau Tahun
2016 Noror 4] sebagaimana tclah diubah beberapa kall,
terakhir dengun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
3 Tahun 2024 rentang Perubahan Ketiga Atas Poraturan
Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentulian dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riauw  (Lembarn
Daerah Prosins] Riau Tahun 2024 Nomor 3);



Menctaplan:

MEMUTUSKAN :

PERATUR AN GUBEENUER TENTANG PPOLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN SIANNDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUITAN
DINAS ENEROI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Ragian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Cubenur ini yang dimaksud dengan:

.  Duaerah adalabh Provinsi Riau.

Pemerintah Provingi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
Cubernur adalah Gubernur Riau.

Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Dava Minimal
Provinsi Riau.

bW

5. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas FEnergi dan Sumber
Dava Mineral Provinst Riau

6. Perangkat Daerah adalsh  Perangkat Daerah
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riaw

~1

Unit Pelaksana Teknis Labératorum Pengujian Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau vang
selanjutnva discbut UPT Laboratorium Pengujian adalah
Unit Pelaksana Teknis Laboratormm  Pengujian pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

8.  Kepala UPT Laboratorium Pengujian vang selanjutnya
disehut Kepala UPT adalah Kepsala UPT Laboratorium
Pengujian Dinas Erergi dan Sumbcer Daya Mineral
Provinsi Riaul.

3, Badan Lavanan Umum Daerah vang  selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyal flesibilitas dalam
poli pengelolaan  keuangsin sebagal pengecualian dari
ketentuan pengeiolasn daerah pada umumnya.

10. Pemimpin BLUD UPT laboratorium Péngujian  yang
selartnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelols
varlg bertugas memimpin BLUD.

1. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam pengelolan
keuangan dengan menerapkan prakick bisnis yang sehat
untuk meningkatkan lavanan kepada masvarakat tanpa
mencan  keuntungan  datam  rangka memajikan
kesejshteraaan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan
bangsa.
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Pruklek Bisnis Yang Sehat adalah penvelenggamin
fungsi organisas! berdasurkan kaidah-kaidah manajemen
vang baik dlasm rangka pemberian layanan vang
bermutu, berkesinambungan dan berduya salng.

Rencans Bisnls Anggaran vang selanjulnya  disingkat
RBA adalah dolumen perencanaan bisnis dan :angganan
tahunan vang berisi progrun, kegiatan, targel kinerja
dan anggaran BLUD.

Pejabat Pengelola Kcuangan Daersh yang selanjumya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPI(D vang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
schagai bendahara umum dacral.

Standar Pelavanan Minimal yang selanjtnya disingkat
SHEM adalah  kelentuan  mMengenal  jenis  dan mufo
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahar
vang herhak diperoleh sctfap pelanggs n secara inimal.

Pelayanan Dasar adalah pclayanan publik  untuk
memenuhi kebutizhan dasar Pelanggan.

Jenis Pelayanan Dasar adsalah jemis pclavanan dalam
rangka penwvediaan barang dan/farau jasa kebutuhan
dasar wyang berhak dipetolch oleh pelanggan sccara
minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantias dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhan  secara Ninimal dalam  Pelajvanan  Txasar
sesuel dengan standar teknis agar hidup secara lavak.

Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPT
Laboratorium Pengujian yang mencrapkam BLUD,

Reneina Stratcgis yang selanjuinya disebut Rensira
adalah dokumecn perencanaan BLUD untuk periode 5
Hrma) tahunan  sebagal dasar penyvusunan Rencana
Blsnis dan Anggaran BLULD.

Satuan Kerja Perangkar Duaerah  yang  selanjutnya
disingkat SKPD adalah unswe perangkat daerah pada
pemeringah  seluku pengglna  anggaran/ pengguna
barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanmutnya
disingkat  APBD adalah rencana keuafgan tahunan
pemcrintah daerabh vang dibahas dan disetujui bemama
sleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Reneing Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan
Penganggaran yang bersi rencana pendapatan, rencana
helanja program den  kegiatan SKPD  serta rencana
pembiitvasan sebagal dasar penyusunan APDD.

Dokunien Pelaksangan Anggaran sclanjutnya disinglat
OPA adalah dekumen yang memudl pendapatan, belanja
dan  pembiavasn  yang digunakan sebagal  dasar
pelaksanaan anggaran.
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Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang
BLUD pada bank vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dewan Tenpgawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas  adalah  ofgan  yang  bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BILUL.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberilkan cleh BLUD termasuk nnbal hasil yang
wajar dar investasi dana, dapat hertujuan  untuk
menutup seluruh atau sebagian dari blaya  per unit
layanar.

Unit Peluksana Teknis  yang sclanjumya disingkat UPT
adalalh  unit pelaksana ‘Teknis yang nielaksanakan
l{eglat'm teknis opcrasionat dan/atau kegwatan Leknis
[pemin jang terteritu selaku kuasa pPCRggung
anpgaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan CGubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada
BLUD UPT Laboratorium Pengujia.

Peraliyan Cubernur ni bertujuan unful menciptakan
peningkatan  pelayvanan  dan  fleksibilitas prngeiuldcm
keuangan yang dilakukan oleh BLUTY UPT Luborator ium
Pengujian,

Bagian hetiga
Ruang Lingkup

Pasul 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur inf mehputt

i
b,

<.

Tola Tata kelola;
Renstra; dan
SPIL

BADB 1
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesafu
U

Pasal 4
Tata Kclola dalam pengelolaan BLUD UPT Laboratorium
Pengujiun berdasarkan prinsip:
A lransparansi
b akuntabilitas;

¢ responsibilitas,;
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d, independen;
£ kewaglatan.

Transparansi sebagamana dimaksud pada avar (1) huruf
4 merupakan asas keterbukacan yang didasarkan pada
kebebusan menaglimya informasi sehing ga pihak yang
membutubkan informasi dapat langsung menerimanyi,

Aleuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b adalah lkejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipcreayakan pada BLUD UPT Laboratoriuln Penguijiar
agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkar.

Responsibililas schagaimana dimaksud pada ayaf (1}
hurufe merupakan kesesualan atan kepatuhan didalam
pengelolann  organisasi terhadap prinsip bisnis  yang
schat sefta peraturan perundang-undangan.

Independen scbagaimana dimaksud pada avat (1] huruf
d mecrupakan kemandirian pengelolaan orgamisasi secara
professional tanpa benturan kepénungan dan pengaruh
atan] tekanan dari pihsk mana pun vang tidak scsuai
dengan peraturan  pemndang-undangan  dan prinsip
isnis vang sehat.

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan keadilan dan kesetaraan d dalam menienuhl
hak-hak dan  kewajiban  stakeholders yang timibul
herdasarkan petfanjian  dan  peraturan  pecundang-
undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT laboratorium
Pengujian memuart:

o,
b.
C.
el

(e

f.

Lelembagaan;

prosedur kerja

pengelompokan {ungsi
pengelolaan sumber dava manusia;
pengelolaan keuangan BLUD; dan
pengelolaan limbah,

Bagian Kodua
Kelembagaan

Paragraf 1
Peyabat Pengelola dan Pegawa

Pasal 6

Sumber Dava bManusia BLUD UPT  Labomtorium
Pengujian toodirl atas:
a. Pejabal Pengelola;dan

b. Pegrwal
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Pejabat Fengelola sebagaimana yang dimaksud pada aym
{1} humfl 4 bertunggungjawab terhadap kinerja umum
operasional, pclaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan
kenangan BLUD dalam pemberian kivanan,

Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenpgparakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUT.

Pejabat Pengelola dan Pegawad berasal dax:
A pegs el negeri sipily dan/atay

b. pegawal pemeriniah dengan perjunjim kerja. sesuas
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan,

BLUD UFT Laboratorium Pengujian dapat mengatngkal
Pejbar Pengelola dan  Pegawal  selain sebagaimana
dimmaksud pada avat (4] darl profcsional lainnya,

Pengangkatan  sebagaimana  dimaksud  pada  avar (3
scsual dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan
keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis
dan produkrif dalam meningkatkan polayanan,

Pejabat Pengelola dan pegawal yang berasal dan tenaga
profesional lainnva secbagaimana dimaksud pada avat {3)
dapat dipeker jakan secara konmrak atal tetap,

Pejabat Pengelnla yang berasal dar tenaga profesioanal
lninmya schagaimana dimaksud ayat (5) dlangkal untuk
masa jabatan paling lame 5 (Mma) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (sam) kell periode masa
jabatan berilkcutnva.

Pengangkatan kemball untuk masa jabatan berkulnva
paling tinggi berusia 60 (enam puluh) wahun.

Pengadaan Pejabal Pengelola dan pegawasl vang berasal
dar{ profesional lalnnya sebagaimana dimasksud  padia
avat (5] dilaksanakan sesual dengan jumiah dan
kompnosist yang telah disetujul PPKD,

Fejbat Pengelola BLUD UPT Laboratoriim  Pengujian
terdiri dari:

g Pemimpin BLUD UPT Laborataidum Pengulan:
b, Fejabat Keuangan;dan
¢. Pejabat Teknis.

Femimpin BLUD UPT  Labosatonium Penguian
selpgaimana dimaksud pada ayar (11) huruf g adalah
Kepala UPT Laboratoriom Pengujian.

Hejabat kouangan scbagaimana dimalksud pada avat (1)
hurufb, adatah Kepala Tama Usaha.

Pejabat teknis scbagaimana dimulsud pada avar (113
huruf ¢ terdiri dari Kepala Seksi Pengujian daw Nepala
Scksi  Pclayanan dan  Pengembangan  Peralatan
Laboratorium.
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Pejabat pengelola sebagnimana dimaksid dalam Pasal 6
avat {11] diangkat dan diberhentikan oleh (rubernur.

Pemimpin BLUD UPT  Lahoratorium  Pengujian
sehuigatmana  dimaksud dalam  Pasal O ayat [12)
berangeung jawab kepada Gubernur.

Pejubut Keuangan dan Pejabat Teknis sebagamana
dimaksid Pasal 6 ayvat (13] dan ayal (14}
benanggungjawab pada Pomimpin BLUD UPT
Lahoratorium Penguiiat.

Pasal 8

Pempimipin  BLUD  UPT  Laboratorium  Pengujian
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal "6 ayat (12
HISMpUnyal fugas:

4. memimpin, mengarahkan, nlembma, mMengawasi
mengendalikzun  dan  mengevaluasi  penyclenggaraan
kegiatan BLUD UPT Laberatorium Pengujian agar lebih
cfisien dan produktivitas;

b, merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT
Laboratoriwn  Pengujlan  serta kewajiban lannya
scsual deigan kebijakan yang tclah ditetapkan oleh
Guberntir;

C. Menyvusun Ronstra;
d. menyiapkan RBA;

e. niengusutkan calon pejabat keuangan dan puiabat
teknis kepada Cuhernur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan;

[, menetapkan peiabat lainnya sesual dengan kebutubhan
BLUD UPT Laboraworiwn Pengujan selain pejabat
vang telah ditctapkan dengan peraturan perundang-
undangar;

g mengkoordinasikan pelaksanasan kebijakan BLUID UPT
Laboratodum Pengujian yang dilakukan oleh pejabs
keuangan dan pejbat lcknis, mengendalikun lugas
pengawasan internal, scra menyampaikan  dan
mempertanggungiawabkan Kineria operasional serta
keuangan BLUD UPT Laburatoriwm Pengujian kepada
Cuberntir; dan

h. lugas lainnya yang ditetapkan olkch Gubernur sesual
dengan kewenangannya,

Pemimpin BLUD LPT Laboratorium Pengujian
schagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyal fungsi
schagal  penanggung  jawab umum  operasional  dan
keuan gy

Peniimpin BLUDB UPT Laboratorium Pengujian bertindak
selaky kuass pengguna anggaran /kuasa pengguna
tharang.
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Pasal 9
Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
avat {13} mempunyal tugas:
1, merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangarn,
b. mengkoordinasikan penyusunan KBA;
o menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
. melakukan pengelotaan pendapatan dan belanja;
e, menvelenggaralkan pengelolaan kas;
f melakukan pengelolaan utlang, piutaitg dan investasi

g menvusun kebijakan pengelolaan barang milik dacrah
vang berada df bawah penguasadannyva;

h. menyelenggarakan  sistem  informasi  manajemen
keuangar,

i, menvelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan
keudngan,; dan

j melaksanakan tugas lainnys yang ditetapken oleh

Penlimpin BLUD UPT Laboraiorium Pengujian Sesuat
dengan lewenangannye.

Pejabat  kcuangan  dalam  melaksanakan  wgas
sehugaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi
sehagal penanggungiawab keuangan,

Pejabat kenangan sebagaimuna pada ayat (1) dalam
melaksanakan  tugasnya dibantu  oleh  Bendabara
Pencnmaan dan Bendahara Pengeluaran.

Peabat  kcuangan, Bendahara Fenerimaan dan
Berdahara Fengeluaran dijabal olch Pegawal Negeri Sipil.

Pasal 10

Pejabat wcknis sebagaiman yang dimaksud dalam  Pasal
Hayal (14] mempunyal tugas:

& menyusun perencanaan keglatan teknis operasional
dan pelayanan di BLUD UPT Laboratorium Pengulian,

h. melaksanakan  keglatan icknis operasional  dan
pelayarzan sesual dengan REA;

¢, memimpin  dan  mengendalikan  keglatan  teknis
operasional dan pelayanan BLUD UPT Laboratorium
Perngujan; dan

d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan  oleh
Gubernur  danjatau  permaimpin sesual dengan
kewenangannya.

Pejabat teknis dalam mclaksanakan wugas sebagaimand
dimaksud dalam ayat (1) mempunyal fungsi sebagal
penangeungawab  kegidtan  teknis  operasional  cdan
pelavanan dibidang BLUD UPT Laboratorium Pengujian.
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Pelaksanaan lugas Pejabat  teknis  sebagaimana
diniaksud pada avat (1), berkaitan dengan pelayanan
BLUD UPT Laboratodum Pengujian serta  berkaitan
dengan mulu, standarisasi, peningkatan  kualitas
sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya
lainnva.
Paragraf 2
Fembina dan Peagawas BLUD
UPT Laboratorium Penguitan

Pasal 11

Pembina dan pemgawas BLUD UPL Laboratorium Pengujian
terdicl atas :

AL
5y

<)

(11

{1

FPembina leknis dan pembinag keuangary
Satuan pengawas mnternal; dan

Devan Pengawas,
Fasal 12

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
hurufa yaitu Kepala Dinas.

Penibina keuangan sebagzimana dimaksud dalam Pasal
11 hurufayaitu PPKD.

Pasal 13

Satuan Pengawas Internal scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1l hurul b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD
UPT Laboratorium Mengujian uniuk pongawasan dan
pengendalian  inlemal  terbadap  kinerja pelayanan,
keuangan dan pengaruh lingkungan sosial  dalam
menyelenggsralan prakick bisnis yang sehat.

Satuan Pengawas Internal sebaguaimana dimaksud pada
avat (1], vaitu pengawas intemnal vang berkedudukan
langsutig d hawah Pemimpin BLUD UPT Laboratorium
Pengujlan,

Pembentukan  Saluan  Pengawas  [nfernal  dapat
mempertimbangkan:

A, keseimbangan antam manfaal dan Deban,
b. kompleksitas manajemen; dan
¢. volume dan/atau Jangkavan pclayanan.
Pasal 14
Tugas Satuan Pengawas Inlemal scbagaimana dimaksud
dalm Pasal 13, membantu manajemen untuk:
1. pengamanan harta kekavaan:

b. penciptaan akurasi sistem informas{ keuanganm;
¢ penciplaan efisiens] dan produklivitas; dan



(2]

4]

Al-

d. pendorong dipatuhinva kebijakan manajemen dalam
penerapsn prakick hisnis yang schat.,

Untuk dapatr diangkat scbagai Satuan Pengawas Internasl
haris memenuhi syAaraf:

a. schat jasmani dan rohans

b, memiliki  keahlian, integritas, pengalaman, jupir,
periluku yang baik, dan dedikast yang tinggl untuk
memajukan dan mengembangkan  BLUD LUPT
Laboratorium Pengujiarn;

e, memahami penvelenggaraan pemerintahan daerah:

. memahami tugas don Fungsi BLUD UPT Labuoratomum
Pongiljian,

e, memiliki  pengalaman  tcknis  pada BLUD  UPT
Laboratorium Pengujian;

[. benjazah paling rendah D-3 [Diploma-3):
s pengalaman kerju pallng sedikit 3 [tiga) tahun:

It berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
finggi 55 (lina puluh lima) tahun pada saat mendaftar
pertama lali;

i, tidak pernah dihukum kawena melakukan findak
pidana yang merugikan negara atau keuangan daeralby,

j. tidak sedang menjalani sunksi pidana; dan

. mempunyal sikap independen dan obyelstdf,
Pasal 15

Newan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
hurut cdapat dibentuk oleh Guhernur.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang atau 5 {lima) om@ng.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (uga)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] untuk BLUD
UPT Laboratorium Pengujian yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan  menumt lapom@an  realisas
anggamn 2 [dua) taliun terakhir  sebesar
Kp30.000.000.000,- (tiga puluh milvar rupiah| sampas
dengan Rp. 100.000000000,- (scratus milvar rupiah);
atal

b, Nitai asset menurut neraca 2 [dua] bahun terakhir
sebesar  Rp. 120000000000,- {serais lima  puluh
milvar rupiah} sampa dengan Rp. 500000.000.000.-
(e ratus milyar mupiah).

Jumlah anggota Dewan Pehgawas paling banvak 5 {lima)
vrang sthagalmana dimaksud pada aval @) unluk BLUD
UPT Laboratorium Pengujian yang memiliki:

4. Realisasi  pendapatan  menurut  laporan  realisasi
anggaran 2 (dua) tahun temakhir lebih beseu dan
Ep.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
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L. Nilai asset menurut neraca 2 {duaj tahun ’[.El'lill'{.hfl'
sebesar  Rp.500.000.000000,- (ima ratus  nlyar
rupiah).

Pasal 16

Anggota Douwan Pengawas sebagaimana dimaksud dadarn
Pasal 15 avat (3) towdiri atas unsur:

a 1 (satu) orang pejebat Perangkat Dacrah yang
membidang! kegiatan BLUD UPT  Laboratormum
Penguiarn;

h.l fsatu] orang pej@bat Perangkat Dacrah yang
membidang! pengelolaan keuangan dacrah; dan

¢. 1 (salu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan keglatan
BLUD UPT Laboratorum Pengujian.

An ggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 14 ayat (4] terdiri atas unsur :

a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yung
membidang!  kegiatan  BLUD  UPT - Laboratonum
Pengujian,

b.2 (dua) orang pc@bat Perangkst Dacrah yang
membidangi pengelolaan keuangan daerakb;

c. 1 [saityy orang tenuga ahli yang sesual dengan kegiatan
BLUD UPT Laboratorivum Peéngujan.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
¢ dan ayat (2] huruf © dapat berasal darl tenaga
prof sssional, atau perguruan tinggi yang memahidmi
tugas dan fungsi, keglatan dan Jayvanan BLUL UFT
Laboratorium Pengiian

Angoota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (Higa) BLUD UPL. Laboratoritim
Penguan.

Pengangkatan  anggoti  Dewan Pengawas  dilalaikan
setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Lntuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus
memenuihl porsyaratan, meliputi:

a. schat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, intcgritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, peillaku vang bak, dan dedikasi
vang tngegi untuk memajukan dan mengembangkan
BLUD UPT Laboratorium Pengujian,

¢, memahami penyclenggaraan pemerintahan dacraly,

d. mennliki pengctahuan yvang memadai fgas dan fungsi
BLUD UPT Laboratorium Pengujan; :

e menyediakan wakttu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnva;

f. berijazah paling rendah $-1 [strata satu);



(1]

-

s

berusia paling tinggi 60 fenam puluh] tahun rerhiadap
nnsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat [2);

=2

h tidak pemah menjudi anggots dircksi, dewan
pengawas, atau konlsaris yang din_vatakap _bcrga]ah
menvebabkan badan usaha yang diplmpinnya
dinvatakan pailit; dan

e

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
kepala, daersh atan calon  wakil kepala dacrak,
dan/atal wlon angg ota legislaul.

Fasal 17

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a memantau  perkembangan  keglalan  BLUD  UFT
Labormalorium Pengujan,

b. menilai  kinerja keuangan maupun kinera non
keuangan BLUD UPT Laboratorium Pengujian dan
memhberikan rekomendasi atas hasil penflaian untuk
ditindaklarmjuti oleh  Prjabat Pengelola BLUD UPT
Laboratorium Pengujian;

¢. memonitor tindak lanjut hasil cvaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa cksternal
pemerintah;

d. memberikan naschat kepada Pejabat Pengelola BLUD
UPT Laboratorium Pengujiun dalam melaksanakan
tugns dan kewgiibannya, dan

& memberikan pendapat dan saran kepada CGubernur
mengenai |

|. RBA vang diusulkan Pojabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi  kendala  dalan
pengelolaan BLUD UPT Laboratorium  IPengujan;
dan

3. kinerja BLUT) UPT Laboratorium Pengujian,

Penilaian kinerja keusngan sebagaimana dimaksud pada

azal (1) huwulb, diukur paling sedikit meliputi:

a. mempercieh hasil usaha atan hasil kerja dar layanan
vang diberikai (rentabilitas);

b, memahami kewajban jangka pendeknya (likdditas);

c. miemenuhi scluruh kewajibannya (selvabditas); dan

d. kemampuan penedmaan dard asa layanan  untuk
membiayal pengeluaran.

Penjlatan kinerja non keuwangan sebagamoena dimaksud
pada ayat (1) horufb, diukor paling sedikit berdasarkan
perspektif  pelanggan, proses  internal  pelavanan,
ponabclaaran dan pertumbuban.



-14-

(4} Dewan FPengawas melaporkan pclaksanaan wigasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
secar: berkala paling sedikit 1 (satu] kali dalam satu
tahun atau sewaktiu-wakru jika diperlukan.

Togal 18

(1) Masa Jjabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5
(iima) tahun, dan dapat diangkat kemball untuk 1 {saty]
kali masa jabaran berikutnya apabila belum Dberusia
paling tinggl 60 (enam puluhjtahur

(2] Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tingg! 60 (epamy puluh} tahun, Dewan
Pengawas darl unsur lenaga ahlf dapal diangkat kembili
untuk 1 {satu) kall masa jabatan berikutnva.

(3]  Angola Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur
karena:

a, meninggal dunia:
b. masa jabatan berakhir; ataw
¢ diberhentikan sewaktu-walkin.

{4y  Anggoia Dewan Pengawas diberhentkan scbagawmani
dimalsud pada ay#g (2} hwruf ¢ karena:
4. tidak dapat mclaksanakan tugasnya dengan baik;

h. tidak melaksanakan keotentuan peratursn priundang-
undangan;

¢ terlibat dalam tindakan vang merugikan BLUD UPT
Lahoraiorium Pengullan;

d. dinyatakan bersalnh dalam putusan pengadilan vang
telah mempunyal hukum telap,

e. miengundurian diri; dan

[, tetibial datam tindakan kecurangan Vang
mengakibatlkan kerugian pada BLUD UPT
Laboratorium Pengujian, negara, dan/dlau dacrah.

Pasal 19

(11 Gubernur dapal mengangkat. sekretaris Dewan Pengawas
unink mendukung kalancaran tugas Dowan Pengawsas,

(2] Sekretans Dewan Pengowas sebagaimann  dimalesud
patks  aval (1) bukan  merupakan  anggota Dewan
[Pengawas.,

Pasal 20

Segala bwyva vang diperlukan dalam  pelaksanaan  tugas
Dewan  Pengawas dan Sckrolaris Dowan TNEAWAS
dibcbankan pada  Anggaran BLUD  UPT  Laboratorivm
FPengujian.
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Bagiun ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistem Pengendalian Internal

Prmal 21

Pemimpint BLUD UPT Labaratorium Pengulian
merencanakan, membangtll, menyelenggarakan  dan
mereview sistermn  pengendalian  internal BLUD  UPT
Lahoralurium  Pengujlan  scsuad  dengan  poraniraf
perundang-undangan.

Sistem pengendalfan internal BLUD UPTT Laboratotium
Pengujian  sebagaimana  dimaksud  pada avat (1]
lacciniin dalam pelaksanaan prosedur kerja

Prsal 22

Pengendalian  Internal  BLUD UPT Laboratorivm
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1] bertujuan untuk memberikan kevakinan vang
memadai  bagl tercapainya  efektivitas dan  efisiens
pericapalan  tujuan  penyelengparaan  pemerinlahan
negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamarnir
asct  negara, dan  ketetapan  terhadap  peraturan
perundang -undangan.

Untuk mencapai tujuan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} pemimpin BLUD UPI' Laboratorium Pengujian
membangun struktur sistem pengendalian intemal yvang
lerdiiatas unsur:

a. lingkungan pengendalian;

b. penilaian resiko;

¢, kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e, permantauan pengendalian intern.

Penerapan  Unsur  Sistem pengendalian intemal
schagalmana dimaksud pada aver (2], dilaksanakan
menyaty dan menjadi bagian ntegral dari kegiatan
BLUD UPT Lahoratorium Pengujian.

Penuinpin BLUD IPT Laboratornium  Pengujiarn
mengefektifkan sistem pengendalian internal
sebagamana dimaksud pada ayat (2] dengan Sistem
Pengendalian Intern Pemarmtahan [SPIP.

Parapgraf 2

Tata Hubungan Kerja
Pasal 23

Permimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian adalah
dtasan langsung dari Kepals  Tata Usaha, Kepala Sekst
Pengujian dan  Kepal Seksi Pelayanan  dan
Pengembangan Peralatan Laboratorium.
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Segala tindakan yang berkailan dengan komunikasi
ekslemal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UP
Laboratoritm Pengujial.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada aval [2) d_‘apa’rr
didelegasikan kepada Kepala Tala Usaha, Kepala Seksi
Pengijian dan Kepalks Selosl Pela},ranap clan
Pengembangan Peralatan Laboratorium sesual dengan
tugas pokok secara  tekrus masing-lma:*;mg dcngan
tangsung jawab fetap berada pada Pemumpin BLUD UPT
Laboratorium Pengujiasn.

Kebijukan vang ditetapkan oleh Pemimpin BLULD UPT
Laboralomum Penguijian, terlcbin dahulu
dimusvawarahkan dengan Kepala Tata Usaha, Kepala
Seksi Pengujian dan  Kepala Seksi Pelayanan dan
Pengembangan Peralatan Laboratorium.

Pasal 24

Peiabat keuangan, dan pejabat teknis bersinergl _dalam
pericapaian tujuan BLUD UPT Laboratorium Pengujian.

Seljap kegiatan vang akan dan telah  diralisasikan
merupakan hasil kaja samwg antar lungsi pelayanan,
penunjang dan administras{ BLUD UPT Lahoratornan
Fengujian.

Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan,
Pejabai keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan
fungsional mengambil kebijakan  straegis  untuk
menvelamatkan nama balk BLUD UPT Laboratorum
Pengujian.

Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
vang berkaitan dengan pihak cksternal, ferlebih dahuly
dimusyawarahkan  dengan  Pemimpin BLUD  UPT
Labontonium Ponguiiatl,

Fasal 45

Pemimpin BLUD UPT Laboratoriim Pengujian meminta

pendapat dar Pejabat kenangan, dan pe)abal eknis dengan
Satuan Pengawas Infernal.

(1]

Bagian Keempeat
Pengelompokan Fungsi Pelavanan

Pasal 26
Jenls pelavanan di BLUD UPT Laboratorium Pengujian
terdiri atas:
a. pelarvanan Pepgujian Batubars;
b pelayianan Pengujian Mineral Logam dan Batuan;
¢ ptlawanan Pengujian A dan Air Linibahb; dan

. polavanan Penvewaan Perdlatan,
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Prlavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh
BLUD UPT Laboratorium Pengujian scbagai pedom:an
penvelenggaran  pelayanan  yang  berkualitas,  cepal,
mudah, werjangkau dan terukur,

Pelavanan sebagalmana dimaksud pada  avat  (2)
digunakan sebagal pedomtan dalam penilaian  ukuran
kualitas dan kinerja bagl BLUD UPT Laboratorium
Pengujian, masyarakat dan apearal pengawasan dalim
penyelenggaran pelay anan publik.

Pasal 27

Fungsi pcavanan dilaksanakan oleh BLUD  UPT
Laboratorium Pengujiun bowdasarkan petunjuk  icknis,
prosecur Kerja, dan standar operasional proscdur yang
diterapkan oleh Mcmimpin.

Fungsi pelayanan sehagaimana dimaksud pada ayal (1)
merupakan satu kesaluan gugusan tugas dengan fungsf
pendukung yang berada di lapangan dengan fungs
pelayanan vang berads d pusat organisasi.

Faginn Kelitna
Pengelnlaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pegawal BLUD
UPT Laboratorium Pengljian

Pasul 28

Semua Pejabat Pengelola dan Pegawal pada BLUD UPT
Labomtoriuym  Pengujian  yang bomsal  dard ASN
mempunyai kewajiban clar mempernieh hak
sehagdimana  diatwr  dalam ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Semua. Pejabat Pengelola dan Pegawal pada BLUD UPT
Laboratorium  Pengujian  vang herasal, dari  Tenaga
Profesional  Lainnya  mempunyal  kewajtban SE8UHT
kontrak perjanjlan  kerja  yang  telah  disepakatl dan
mendapatkan hak berupa Remunerasi.

Parapgraf 2
Krebutuhan Pegawai

Pasal 24

kehutuhan pegawal BLUD UPT Laboratorium Pengujan
diajukan dengan memperharikan siful pelayanan yang
bersangkutan, pendapatan operasional, dan  efisiens
sera eleklilitas kerja

Forniasi  kepegawaian  pada  masing-niasing  unit
dituangkan dalam Analisa Jabatan -Beban Kerja
berdassarlean pela kelituhan pegawad dinsulkan roclalud
Dinas.
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2. Usia paling rendah 18 (delapanbelas) tahun dan
paling tinggi 3% (tiga pulub lima) tahun;

3. Berbadan schat dan bcbas narkoba {dibuktkan
dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dan
surat Kelerangan Bebas Narkoba);

4, Berkelakuan  balk dan  tidak  pernah dihukum
perijara  atalt kurungan  berdasarkan  keputusan
pengadilan;

wn

. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan
Birafta 1:

a) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggl Negerl Indeks
Prestasi Kumulatf (PK) minimatl 2,75 (dua koma
tujuh lima) dengan skala 4.00 {empal koma nol).

bl Bagl pelamar darl Perguruan  Tinggi  Swasla
Indeks Prestast Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga
kor1a nol] dengan skala 3,00 {empat koma nol).

6. Bagi pclamar untuk Formasi Analls Kimia 1gzah
minimal SMVK jurusan Kimia Analis/Kimia Induttl

=1

Bagi pelamar uniuk Formasi Teknisi Laboratotum
ijazah minimal SME jurusan elektro/ kimia

g, Bagi pelamar untuk Formasi Teknisi Peralatan dan
Mesin fjazaah minimal SMK jurusan Mesin /Elektio

4. Bagi sopir ijjazah minimal SLTA atau sederajat;

105 etiap pelamar wajihh memiliki 1 [satu] alamat e-mei
yang masih altif, dan
11. Bersedia meéematuhi peraturan Seleksi  Tenaga
Profesional BLUD UPT Laboratorium Pengujian.
h, Persvaratan Khusus, yvaitu :

1. Bagl sopir wajib mempunyai SIM A yang masih
berialoa.

2. Bagi satpam wijib mempunyal sertilikar pclatiban
Salparmn.

Paragraf 4
Pencinpatan dan Mutasi

Pasal 32

Penempatan  pegawal  yaltu  pegawai  BLUD  UPT
Labotatorium  Pengujian dan menjadi kewenangan
Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian.

Kctentuan  penempatan  berlaku bagi pegawal dengan
penempatan  pertama  afau  pegawal  yaRg  mongalani
rolasi df lingliuingan BLUD UPT Laboratotium Pengujian.

Penempatan  scbagaimana dimaksud pada  ayar {1}
ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Laboratoriun
Fenguyian selclah melals proses:

A, analisis beban ket
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b pertimbangan karir pegawai;
C. pengujian kemampuan pegawai;
. pengamatan motivast pegawal, dan

e. analisis lingkungan kerja pegawal vang bersangkufzn.
Fasal 33

Mutasi pegawal pada BLUD UPT Labhoratorium Pengujian
lerdiri dari:

4. Rolasi: dan

b. Promosi.

Rotasi sebagaimanag dimalsud pada ayat (1) hurof o
meripakan pemindahan pepawal dari satu laboratorium

ke laboratorium  lamnya of  lingkungan BLUD  UPT
Laboratoium Penglijian.

Promosi schagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b,
merupakan  kesernpaian  kepada PNS untuk  mengisi
lowongan jabatan/lugas dengan tanggung jawab lchih
thw_pf darl tanggung jawab scmula,

Promosi schagaimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan
jika pegawal menientthi persyaratan-persyaratan vang
richputi

. memiliki disiplin vang baik;

b selama 2 (dua) tabun terakhir tidak terkena sanksi
dan alau hukuman jabatan atau tersangkut tindakan
hukenm:

¢ mwcmenuhi kriteria standar Kompetens: vang sesuai
dan

d. memiliki prestasi  kerja yvang balk sesual  dongan
penilaian prestasi kerija

Paragraf 5
Pendidikan dun Pelatihan Pegawai

Pasal 34

Program pendidikan dan pelatihan pegawal  dapat
diselenggarakan untuk meningkaikan pengctahuan,
keterampilan serta sikap pegawal dalam  menghadapt
serta menangani masalah-masalah pekerigan.

Penyelenggaraan pendidilkan dan pelatihan sebragaimana
dimaksud pada ayat {1}, berupa :

a lauhan dan pendidikan vang diberikan pihak DBLUD
UPT Labaratorium Pengujian; dan

b, latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga  uar
BLUD UPT Laboratorium Pengujian.

Pendidikun  formal vang diakui di  BLUD UPT
Laboratoriumn  Pengujian  dibedakan dalam 2 {dual
kategori yvaati:
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2. Tugas Belajar; dan
b. Tugas Belajar Mandiri

Pegawad yatlg mengikul pendidikan formal sebagaimana
dimaksud pada awet (3] setclah lulus harus menjakant
tkatan dinas pada BLUD UPT Laboratorium Pengujian
paling kurang 2 [dua) kall masa pendidikan ditambah
sate tahun (2N + 1.

Pegawal yang ditugaskan untuk mengikuli pendidikan
pelatthan  informal  dalam  bentuls  kursus  singkat,
scmipnar, konlerensi  ataupun  lokakarya  diwajibkan
membuat laporan hasil peclaksanaan  kegialan  serta
mempresentasilkan hasil pengetahuan/keferampilan
vang diperoleh pada bagian terkait dengapn bidang imu
vang bersanglostan.

Paragraf 6
‘Taza Tertib dan Disiplin

Pasal 35

Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT
Laboratorium  Pengujlan  dilakulan untul terciptanva
suasana korja yvane aman, icrtib dan teratur,

oCtiap pegawal pada BLUD UPT Laboratorium Penguiian
mentaati peraturan  dan menghindari  hal-hal  yang
bertentangan dengan poraturan untuk menipertahankan
suasana kerja yang baik.

Paraeral 7
Sanlksi

Pasal 36

Pegawal vang mclanggar tata tertib dan disiplin dikenakan
sanksi sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kenam
Pengelolaan Keuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari;

=
3

jasa lavanan;

hityih;

hasil kerjasama deng:an pihak lain;
APBD; dan

lain-lain pendapatan BLUD vang sah
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Fasal 38

Fendapatan BLUD yang bersumber dari jasa lavanan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, herupa
mmbalan yvang diperoleh dari jasa lawanan vang diberikan
kepada masyarsikat.

Pendapatan  BLUDY  vang  bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurul b dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat vang
diperolch darl masyarakat atau badan lain.

Pendapatan  BLUD  wvang  bersumber  dari hibah
schagalmana dimaksud pada aval (2], digunakan sesuai
dengan  tujuan  pemberian  bhibah, sesuar  dengan
perunlukan  yang  selaras dengan tajuan BLUD
sehagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak lain  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ dapat berupa hasil
yang diperoleh dam kerja sama BLUD.

Pendapatan BLUD wang  bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa
pendapalan vang berasal dari DPA APBD.

Lamn-lain  pendapatan BLUD  yang  sah  scbagmimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf e melipuri :

&, jasa giro;
b. pendapatan bhunga;

c. Renntungan selisih nilai tikar rupial terhadap mata
uang asing;

d. komisi polongan alaupun bentuk lain sebagal akibat
darl penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa BLUD;

. mvesiasi; dan

[. pengembangan usaha.
Pasal 22

Seluruh  pendapatan BLUD  sebaguimana  dunaksud
dalamn Pasal 37 kecuali vang berasal dari hibah tenkat,
dapat dikelola langsung untuk membiayal pengeluaran
BLUD scsual BBA.

Seluruh  pendapatan BLUD  sebagaunana  dimaksud
dadarnn Pasal 37 huraf a hurof b, huraf ¢ dan harul e
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatal
dalam kede rekening kelompok pendapatan asli daerah
pada jcnis lain-lain pendapatan asli daerah vang ssh
dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuali yang lernasuk
kategori retribusi Daeral dicatatkan pada  kelompok
Retribusi Dacrah sesual dengan Jenis dan Objeknva

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat
(3) dilaporkan kepada FPKD setiap triwulan.
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Parggrat’ 2
Belanja

Fasal 40

RBelanja BLUD lerdin atas :

o belanja operasi; dan

h. belanja madal,

Belanja operasi sebagatmana dimaksud pada avat {1}

urul & mencakup seluruh  helanja BLUDY  untuk
menjalankan tigas dan fungsi,

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (2]
meliputi belanja  pegawai, belanja barang dan  jasa.
belanja bunga dan belanja lain.

Belanjas modal sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b meneakup seluruh  belanja DBLUD  untuk
perolchan asct twtap dan asct lainya yang member

manfaat lehih dard 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLU.

Belunjs modal sebagaimans dimaksod  pada avat (4]
meliputi belanja tanah, belanja peralatan den mesin,
belanja gedung dan hangunan, belanja jalan, irigast dan
jaringan, dan belanja asct lalnnva

Paragrai 3
Pembiayaan

Pasal 41

Pembiayaan BLUD terdir atas :
a. penerimaan pembiayvaan; dan
b, porngeluaran pombiayaan,

Pembiayaan sebagaimana  dimaksud pada aval (1]
merypakan seniua  penerimaan  yang  perlu dibayar
kembali dan/fatan pengeluaran yang akan ditchma
kembhali, baik pada tahun anggaran yang, bersangkutan
maupun pada tabun anogaran enkutnya,

Penerimaan pembiayvasn sebagaimana dimaksud dalam
avert (1) huruf a melipul:

iosisa lebih  perhitungan angearan tahun  anggaran
sebeluminya;

b, divesiasi; dan
C. pENErima&an utang, piryurarn.,

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] huruf b meliputi:

f. invesrasi; fdan
b. pumbayaran pokok Utang/pinjaman.



{3) Pengelolaan lmbah pada UPT Laboratorium Pengujian
rnﬁ]a%ui proses pemilahan dan pewadahan, pencaratan,
penyimpanan sCInenlara pengangkilan dan
pemusaaham limbah pada UPT Laboratorium Fengian.

Bagian Kedelapan
Sistermatika Pula Tata Kelola

Pasal 46

Pola Tata EKulola sebagalmena dimaksud dalam Pasal 4
disusun dengan sistematika schagal berikut:
a. BARI : Pendahuluan

1. Latar Belakang;

2. Pengertian Pola Tata Kelols;

3. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kclola;

4, Tujuan Poencrapan Pola Tata Kelola:

5. Ruang Lingkup Tala Kelola

& Dasar Hukum; dair

7.Perubahan Tata Kelola.
b, BAB I - Kelembagaan

1. Tugas Pokok dan Fungsi;

2. Btruktur Organisasi Sebelum BLUD;

3. Uratan Tugas Organisasi Sebelum BLUD;

4, Btrukiur Organisasi BLID:

& Uratan Tugas Fungs:t dan Tangegung Jawab DPengelola
BELUL: dan

1. Hubungan Kerpy dan Kewenangan,
c. BAE III : Prosedur Kerja
1. Pelavanan Seks! Pengujian; dan

2. Pelayvanan 3eksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan
Laboratorium.

. BAB IV : Pengelompokan Fungsi yang Logis
. BABVY : Pengelelaan Sumber Dava Manusia
i. Kebijakan Umum; dan

2. Pengelolaan SDM.
. BAB V]l :Pola Tata Kelala Keuangan

Pasal 47

Mola Tata Kelola scbagaimana dimeaksud dalam Pasal 46
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian Odek

terpisahkan dart Peraturan Gubernur .
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Pasal 42

Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan vohune kegialan pelavanan,

Flcksibililas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada
aset (1), merupakan pengeluaran biaya vang disesuaikan
dann signifikan dengan perubshan pendapalan dalam
ambang batas RBA vang telah ditetapkan secara definitif.

Fleksibilitas  pengeluaran  binya BLUD  sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya
BLUD yang berasal dari pendapatan selain  dan
AFBN/APBD dan hibah terikat.

Flcksibiltas  pengeluaran biayva BLUD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tdak berlaku untuk BLUD
bertahap.

Dalars  hal terjadi  kekurangan  anggaran  BLUD
mengajukan  usulan  tembahan  anggarap dari APBD
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 43

Ambang hatas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42avat{l), ditetapkan dengan besaran persentase.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, ditemukan dengan mempertimbangkan flukiuas:
kepiatan operasional BLUD,

Eesaran persenlase sebagaiman dimaksud pada avat (2),
ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oich PPED.

Persentase ambang  baras  terlentu  sebagaimana
dimaksdu pada ayat (1), merupakan kebutuhan wang
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan
dapat dipertangomaingawabkan.

Pasal 44

Tata kelola kecuangan BLUD UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energi dan Sumbeér Daya Mineral Provinsi Riau lebih
fanjut diatur dalam Dokumen Pola Tata Kelola,

(1)

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Limbah

Pasal 45

Kegiatan pelavanan laboraterium pada LIPT
Laboratorium  Pengupan menghasilkan  hmbah  vang
termasuk kv dalam Kriteria limbah bahan berbahaya dan
beracun.

Limbah kegiatan pelayanan dikelola secara mandiri oleh
UPT Laboratorium Pengujian sesual dengan peraruran
perundang-undangan agar tidak mencemarkan dan/ atau
merusak lngkungan hidup, dan/fatau membahavakan
lingkungan hidup, keschatan scrta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.
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BAE Il
RENSTRA

Basal 48

Renstra BLUD UI'T Laborastorium Pengujtan merupakan
penjabaran dari Visl, Misi, Tujuan dan Sasaran di
iingkungan UPT Laboralonum Pengujian.

Fenstra BLUD scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berpedomean kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas.

BLUD UPT Laboratorium  Pengujlan  menyusun  i2BA

berpedom an pada Renstra,

RBA pada avat (3) disusun berdasarkan:
& anggaran berbasis kiner o

b, standar satuan harga; dan

¢, kebutuhan belanja dan  kemampusn  pendapatan
vang diperkirakan akan diperoleh dan layvanan vang
diberikar  kepada masyarakal, hibah, hasil kerja
sama  denguan plhak lin danfatau hasil  usaha
lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daciah,
dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

["asal 49

Renstra schagalmana dimaksud dalun Pasal 48 avat (1)
disusun dengan sistematika sebagal berikut:
a, BA BRI Fendahuluan

1. lLatar Belakang

[

Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Fenulisan
b. BAB [l: Rencana Pengembangan Lavanan

1. Tugas Fungsl dan Struktur Organisasi BLUD UPT
Laboratonum Pengu jian

sumber Dayva BLUD UPT Laboratorivin 'engujian

Kinerja Pelayvanan BLUD  UPT  laboratorium
Pengujian 2024-2028

4. Kelompok Sasaran Lassanan
e. BAD II1: Suategl Dan Arah Kcobijakan
T, Mg
2. Misi
3. Bmatcgi Pelayanan
4,  Arah Kebijakan
. BAB [V: Rencana Program dan Kegiatan
l. Progran Pefdnjang Urusan Peniermtah Raerab
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2. Target Kinerja Lavanan BLUD UPT Laboratorium
Pengujian Tahun 2024-2028

¢. BAB V: Rencana Keuangan
[. BAB VI : Pemutup

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran 0 yang merupakan bagian (idak
terpisahkan dari Peraturan Cubernur ini.

BAB IV
SPM

Pasad 30

BLUD UPT Laboratorium Pengujian  mclaksuanakan
penyelenggaraan pclayanan dasar berdasarkan  SPM
Laboratorium Pengujian.

Pelayanan dasar pada SPM Laboratorium Pengujan
sebagaimana dimaksud pada avar (1) terdirl atas:

a pelayanan Pengujian Batubara;

b, pelayvanan Poengujian Mineral Logam dan Batuan;
¢ pelavanan Penguijian Air dan Air Limbah;

d. pelavanan Jasa Penyewaan Peralatan: dan

& Pelayanan Administrasi;

Penumpin BLUD IR Laboratorium Pernpjian
bertanggungjawab dalam  penyelenggaraan pelayanan
dasar sesual SPM sebagaimana dimaksud avat (2).

FPasal 31

Pemnimpin  BLUD UPT  Laboratorium Penguipan
melaksanakan  evaluasi  terhadap  punyvelenpgaraan
pelavanan  dasar  berdasarkan SPM  Laboratoriam
Pengujian secara berkelanjutan.

Evaluasi penyelenggaraan pelayanuan dasar berdasarkan
SPM  Laboratorium Progujian  scbhagaimana  dimaksud
pada ayear {1} disampaikan oleh Kepala Dinas kepada
Gubernur melalul Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Pemnimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian menyusun
Laporan penvelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan
SPM Laboratorium Pengujan setiap tahuns

Laporan penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan
IV Laborgtorium  Pengujan sebagavmana  dimaksud
pada avat [l disampaikan kepada Gubernur paling
tambar 3 [(iga) bulan setelah berakhirnya  rabun
berkenaan/ berjalan.



EPIE

Pasal 53

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun
deryzan sistematilka sebagai berikut

4. Dasar Hukum;

b Persvaratan;

c.  Sistem, Mckanisme, dan Prosedur;

d.  Waklu Penyelesalan;

e.  Biay/a/larif;

f.  Produk Lassanar;

g Baranadan Prasarana dan atau Fasilitas lainnys,
h, Kompetensi Pelaksana;

1 Pengawas Internal;

T Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;

k. Jumlah Pelaksana;
1. Jaminan Pelayanan;
m.  Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan; dan

n.  Evaluasi Kinerja Pelaksana.
Pusal 54

SPM  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 53 tercanium
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
darl Peraturan Gubermur ini

BAR WV
PEIVIBINAAN DAN PENGAWASAN

Pazal 55

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan
lerhadap BLUD di daerah provinsi.

f2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal {1) terdin
atas sosialisasl, supervisl, bimbingan telous dan
asistens.

(3)  Dalam ranghka pembinaan untuk merjaga
kesinambungan  implementasi kebijakan  BUWITY  di
daerah, pemerintalh daerah wajb melaporkan kimerja
keuangan dan non kKeuangan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Direkiur Jenderal Binag Kecuangan Daerah.



06
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 56

Peraluran  Gubernur ini miulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengunidangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Béleantraru
pada tanggal 30 April 2024

Pj. GUDRBEENUR RIAU,

ttd.

SAFF A RIYANTO

Ditndangkan di Pekanbaru
paea Eanggal 30 april 2024

Fi. 5 ERRETARIS DAERAH PROVINSI RIAL

ttd.
INDRA

HE R TA DAER All PROVINST RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 11

Ainan Sesuai Dengan Asllnya

AN /DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)
. 19840326 200903 1 003
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LAMPIRANI PER ATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TEANANG

POLA TATA KELOLA,
KENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM

PENGUJIAN DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINKjAL
PROVINSI RIAU

TATA KELOLA

BAEB I
FPENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah sat agenda reformasi keuangan negara adalah diterapkannva
anggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerjg ini, arah penggunaan dana
pemcrintahh menjadi lebih jelas. Perubshan sistem Inf penting mengingat
kebutuhan dana yang makin tinggl tetapl sumber dava pemerintah terbatas.

hetentuan tentang penganggaran terscbul dituangkan dalam Undang- Unduang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendsharaan Negara. Pasal 68 dan Pasal 69
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 menyatekan instansi pemenntah vang
tugas pokok dan [ungsinya memberi pelayanan kepada masyarakar dapar
menerapkast pola pengelolian  kelangan vang {leksibel dengan tetap
mengutamakan produlktivitas, efisiensi, dan efcktivitas,

Prinsip-pinsip pokek yang tertuang dalam kedua undang-undang
tersebut  menjad! dasar instansi pemerintah  untuk mencrapkan poia
pengelolagn  keuangan Badan Lavanan Umum. Sebagal penjabaran dard
undang-undang  tersebut, Pemerintah menerbitlcan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan
Umum dan Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalaan
Keuangan Daerah Sehagaimana diubah dalam PP Nomer 74 tghun 2012
tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Derdasarkan Peraturan
Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negerl menetapkan Peraturan Menterd
Dalamn negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan
Keuangan Badun Lavanan Umum Daerah dimana dalam peraturan terscbut
diatur suatu pola baru dalam pengelolaan keuangan dacrall dengan tetap
racimperhetilcan: permtng al tedaait.

Dalam Prraturan menteri dalam neger! tersebut df atas, Badan Lavanan
Umum Daerah (BLUD] adalah sistimn vang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan dacrah dalam memberikan layanan kepads masyaraloat
vang mcrmpunyal fleksibilitas dalam pola pengelctaan keuangan sebagail
pengecuahan dard ketentlan pengelolasan daerah pada umumnyas.

Sclalan dengan semangal yang diminta oleh UUJ dan PP di atas, Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riad wvang mombawahl UPT
Laboratorium Penguiian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provingt Riau
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berinisiatil menjadikun UPT Laboratoriun Pengujlan Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Rlau sebugai sebuah BLUD.

Secara substansi UPT Laboratorium dapar menerapkan BLUD karena
pelayanan yang diberikan berhubungan dengan penvedisan barang dan/atau
Jasa layanan umum yaitu pemeriksaan laboratorium Pengujian Thnas ESDM.
Dengen menjadi BLUD, UPT  Laboratoriumy  dapat  menerapkan  FPola
Pengelolaan Keuangan BLUD vang memberikan {leksibilitns  berupa
keleluasaan untuk menerapkan prakiek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepads maswarakat dalam  rangka mernajukan
kesewhteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan banhgsa, scbagal
pengecuadian dari ketentuan pengelolaznt keuangan daerah pada umumnyg,

Praktik bisnis yang sehat adalah proses penyclenggaman  {ungs
organisasi berdasarkan kaldah-kaidah manajemen vang baik dalam rangka
pemberian layanan  yang  bermuti  dan  berkesinambungan,  Diharapkan
dengan mecnerapkan BLUD, UPT Laboratorium Pengnjian Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau  dapat lebih  leluasa menentukan
keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan  dan  menjalankan
praklik-praktik bisnis yang sehat, dikelola secara profesional sehingga mampu
meningkatkan kinerja dan bersaing dan/atau mandirl dengan tetap sinergi
dengan program-prograrm yang ditetapkan pemerintah daecrah dan pusat
Untuk dapat mencrapkan BLUD, disamping persvaratan subtansi dan tcknis
Juga harus memenuhi persvaratan administrasi, Persyaratan Administrasi
vang harus dipenuhi oleh UPT sesual dengan pasal 36 Peraturan Menterj
Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 adalah dapat menyajilkan dokumen-
flokumen sebagal berikur

1] Surat Pernvataan kesanggupan untik meningkatkan Kincrja
2 Pola Tata Kclola

3 Rencana Strategis

4] Laporan kevangan atau prognosis/proy reksi Keuangan

3 Lapeoran audit terakhir atau pernvataan bersedia untuk diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah

2 Pengertian Pola Tata Kelola

Berdasarkan  Permendagri 79 Tahun 2018, pola tata kelola UPT
Laboratorium Penghjian Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau
vang menerapkan BDLUD. Pola tata keloln sebagaimana dimaksud memuar ;

a. Kelembagaan: memuat posisi jabatan, pembagian tugas [fungsi, tanggung
jawab, hubungan kerja dan wewenang.

b. Prosedur kerja: memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posis
jabatan dan fungsi.

¢. Pengelompokan [ungsi : memuatl pembaglan fungsi pelavanan dan fungsi
pendukung  yang scsual dengan  prinsip pengendealian internal untuk
efekrifitas pencapsaian,

d, Pengelolaan sumhber daya manusia: memuat  kebijakan menhgenai
pengelolaan  sumber daya manusia vang berorientasi pada peningkatan
pelayanan kepada masvarakar.

3. Pringip-Prinsip Dasar Tata Kelola

Prinsip-prinsip dasar taia kclola dalam pengelolaan UPT Laborarorium
Penigujiann Dinas Energi dan Sumber Dmya Mineral Provinsi Riau adalah



Transparanst [Trunsparency), Akuntabilitas (Accountability),
Perlanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan
Kewajaran (Faimess| yang lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berkut:

1)

3

Transparans! [Transpaicncy)

Yaitu keterbukasn dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materit dan relevan
mengenal Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Proving Kiau,

Akuntabilitas (Accountability)

Yajtin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan peranggungjawaban organisasi
UPT sehingga pengelolaan UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terlaksana secara efeltl. Akuntabilitas
mencerminkan aplikas! mekanisme sistemn internal checks and balance
yang mencaklp praktik-praktk yang sehat

Pertanggungiawaban {Responsibility}

Yaitu kesesuatan dalam pengelolaan UPT Laboratorium Pengujian Dina
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Rial terhadap peraturan
perundang-undangan yang bedaku dan prinsip-prinsip korporast yang
sebat. UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau memenuyhi dan memartuhi hitkum dan peraturan perundang-
undangan vang berlaku, termasuk d dalamnya pemeliharaan lngkungan
hidup, pemenuhan hak-hak pclanggan, keselamatan dan kesehatan kerja
seluruly personil terkalt, dan penghindaran deri praktik bisnis yang tidak
sehat,

Kemandirian (Independency)

Yailu suatu keadaan dimana UPT Laboratorium Pengujian BDinas Energl
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan darl pithek manapun yang
fidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku das,
prinsip-prinsip korporasi yang schat;

Pejabat Pengelola dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan UPT
Labatatorium Pengujlan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Risu bebas dari tekanan araupun ntemensi dari pihak luar.

Kewzjaran (Fairness|
Yaitu keadilan dan kesetaraan di dadam memenuhl hak-hak dan kewajibun

stakeholders yang timbul Dberdasarkan perjanpian dan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

Hak-hak stakeholder, yang mencakup masyarakat sekitar tempat usaha UP’I
Laboratorim Pengujian Dinas Energi dan Sumber Dava Mineral Provinsi Ris,
pegawal, pelanggan, pemasok, kreditur, investor, dan stakcholders 1ainnlya,:
dilindungi dan diberikan perangkat yang layak untuk menuntut jika leriadi
pelanggaran terhadap hak mereka.



4. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tujuan penerapan Tata Kelola pada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provins Risu hertujuan untuks

& Memaksimalkan fungsi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan
Sumber DNaya Mineral Provinsi Riau dengan cara menerapkan prinsip
transparansi, akuntabilitas, responsibility vang dapat dipercava dan
bertanggung jawab.

b Mendotong pengelolaan UPT Laboratorium Pengujian Dinas Encrgi dan
Sumber Daya Mineral Provins! Riau sccara profssional, transparan dan
efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian UPT
Laboratorium Pengujlan Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kiau,

¢ Mendorong agar UPT Laboratotium Pengujian Dinas Energl dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Riau dalam membuat keputusan dan menjaiankan
keglatan wsenantiasa dilandasi dengan niled wmoral vang tinggi dan
kKepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan vang berlaku, seria
kesadaran akan adanya fanggung jawab sosial terhadap stalceholders,

d. Mendorong agar dalam menjalankan fungs! laboratofum dapat secara
bebas tanpa tekanan dari pihak manapun

e Meningkatkan kontribusi UPT Laboratorium Pengujlan Llnas Energl dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau delam men dukung kesejahreraan
umum masyarakat,

Dengan adanyas pedoman tate kelola il merupakan langksah awa! dalam
rangka menempkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  vang  baik  schagal
acuan/norma/ panduan dalam melaksanakan njgas,

5. Ruang Lingkup Tata Kelola

RBuang lingkup Pedoman tata kelola inl adalah kegiatan yang dilakukan
pada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau yang berada dibawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinst Riau. Berdasarkan pasal 39 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tata
kelols memuat : kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan
pengelolaan sumber dava manusia.

6. Dasar Hukum
Dasair Hukum uniuk menvusun pola tata kelola antara lain adalah;

1} Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tenmang Pemerintahan Daerah |
Lembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor S587 | sebagaimana telah
diubah beherapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tenrang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negura Republilk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 5679

2] Peraturan Pemerintah MNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuungan Daerah.

3] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perungkal Daerah
(Lemharan Negara Republilk Indonesia Tahun 2016 Nomor il4, Tambabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887 );
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4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagalmana diuhah dengan Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentung Pengelolasn
Keuangan Badan Layanan Umnum,

3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 teptang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

6 Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur  Negara Nomor
FER/D2/MPAN/1/2007 tanggal 25 Januard 2007 tentang Pedoman
Organisasi  Satuan Kerja df  lingkungan instanst pemerinlah  yang
mencrapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 109/PMK.053/2007 tentang Komile
Pengawns pada Badan Layvanan Umum.

8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 981/1011/8J tanggal 06 Febiuwari
2019 tentang Modul Perilajan dan Penelapan Badan Lavanan Umum
Lacrah.

9 Peraturan Daerah Provins{ Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perphentukan
dan Susunan Peranglkat Daerah Provins! Rigy.

10} Peraturan Cubernut Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Ker@a Perangkat Daerah df lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau

I)Peraturan Gubemur Riau Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Provinsi Ria

12} Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peruthahan Atas
Peratwran Cubcrnws Nomor 68 Tahun 2017 fentang Pembentukan Unit
Felaksana Teknis pada Dinas Encrgl dan 3umber Dava Mineral Provinsi
Riau.

7. Perubahan Tata Kelcla

Pola tata kelola UPT Laboratonwm Pengujian Dinas Encrgli dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Riau i dapat direvisi apabila terjadi perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan vang terkait dengan peola tata kelola
UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Rian sebzgaimana disebutkan df atas serta disesuafkan dengan fungsi,
tanggung jawab dan kewenangan UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
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UPT Laboratorium Pengujian THnas Energl dan Sumber Dava Mineral
Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala yang bertangsung jawab kepada Gubernur
Provinsi Riau melalui Kepala Dinas ESDM Provinsi Riay vang bertugas untuk
membantu  Gubernur  dalam  melaksanakan  sebaglan  kegiutun  telmis
operasional dan/atau kegiatan tcknis penunjang Dinas Energl dan Sumber
Daya Mincral Provinsi Riau di Laboratorium Pengujisn Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinst Riay,

Gubernur scbagal Penanggung jawab kebijakan penvelenggaraan
pelayanan umum, Kepala Dines ESDM merupakan Pembina Teknis BLUD
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pejubat
pengelola, serta member? saman dan masukan kepada Gubernur menvangkut
pengelolaan dan pengurusan UPT Laboratorium ocleh pejubat pengelola dan
Kepala Badan Pengeloln Keuangan dan Asct Dacrah Sebagai Pembina
Keuangan berkewsajiban meniberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam
melaksanakan kepengurusan BLUD yang berkailan dengsn keuangan dan
memonitor tindak lanjul hasil evaluasi penilaian dan penilajan Kinerja.

1. Tugas Pokok dan Fungsi
A, Tugas Pokok

Betdasarkun Peraruran Gubernur Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pembentukan Unit Prlaksana Teknis pada Dinas Evergl dan
Sumber Daya Mmeral Provinsl Riau, UPT Labomatorum Pengujlan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mincral Provinsi Rlau mempunyai
tugas polkok melsksanakan sebagian keglatan teknis operasional
dan/atan kegiatan teknis penunjang Dinas Enengl dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Riau di bidang Laboratoriunm Pengujian.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud, UPT
Lahoratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Minerl
Provinsi Riau menyeienggarakan fungsi:

&  Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan seksl Pelayvanan
dan Pengembangan Peralatan Laboratorium

b, Penyvelenggaraan koordinasi  dan fasilitasi  dalam rangka
penvelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Tata Usaha,
Seksi Pengujian dan  seks) Pelayanan dan  Pengembangan
Peralatan Laboratoriunm;

fal Penvelenggaraan Pelavvanan Ui laboratorium kualitas air tanah,
mineral dan batubara, peralatan eksplorasi dan  peralatan
survey kepada nstansi pemerintah, Pergurian Tinggi, indusiry
dan masyvaraksi (pelanggan);

d.  Penyelenggaraan bimhingan teknis di hidang labeoratordum kima
mineral, ar tanah dan batubara, peralatan eksplorasi dan
peralatan survey;

e Penvelenggaraan pengkajian i bidang kualilas sumber daya air
lanal, [Mmincral dan  batubara, peralatan  eksplorasi  dan
peralatan survey,
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L Penyelenggaraan peomantauan, evaluas! dan pelaporan dalam
ranglks penyelenggaraan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha,
Seksi Pengujian dan  scksi Pelayanan dan  Pengembangan
Peralalan Laboratorium

g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait
tugas dan fungsinya.

2.  Struktur Organisasi Sebelum BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur RBlaw Nomor &1 Tghun 2017 lentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energl dan Sumber Dava
Mineral Provinsi Riau, Unit Pelaksana Teknis (UPT} Laborajorium Pengujian
Innas Energi dan Sumber Daya Mineral Provingi Riau Riau lerdin dari Kepala
UFT Laboratoriun Pengujian, Kepala Sub Baglan Tata Usaha, Kepals Seks
Pengujinn dan Kepala Scksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan
Laboratorium berdasarkan struktur organisasi sebagal bertkur:

o T W i e S )
- UPT LABORATORIUM PENGUIAN

®  KEPALA SUB BAG TATA USAHA

KERALA 5251 PEEAYANAN

KEPALS SEKSI FEMNGURAN DN PENGEMBANG AN
FERALATAM LABORATORILIM

KELOHAP Ok LABAT AN
FUNGEIONAL

3. Uraian Tupgas Organisasi Sebelum BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Efau Nomor &4 Tahun 2017 tentung
Pembentukan Unit Pelaksuna Teknis pada Dinas Energl dan Sumber Dava
Mineral Provinsi Riau, maka UPT Labmatorum Pengljian Dnas Energl dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mempunydl uraian tugas berdasarkan
jabatan adalah sebagai benkut:

4. Kepala UPT Laboratorium Pengujian Dinas Evergi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Rian mempunyal tugas melakukan Koordinasi, fasilitasi
dan cvaluas! pada Subbagian Tara Usasha, Seks! Pengujian dan Sekst
Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium,

b. Kcpala Sub Bagian ‘mta Usaha UPT Laboratofum Pengujian Dinas Energi
dan Sumber Daya Mincral Provinsi Riau, mempunyal tugas:

1] Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagiin
Tata usaha

2] Membagi Tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Sub Bagin tala Usaha
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3j Mclaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
4 Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat

9 Melaksanakan feistitas)  administrasi kepegawalan, admintsirasi
keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat

6 Melaksanakan koordinasi penyusunan analilsa jabalan, analisa beban
kerja, peta jabatan, proveks! kebutuhan pegawal, standar kompetensi
dan cvaluasijabatan

7} Mclaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumeniasi

8 Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemelharcan sarana  dan

prasarans kamtor, kebersihan, kecindahan, keamanan dan keterttban
kantor

9 Melaksanakan administrasi bagl penerfma manfaat

10] Melakukan pemuantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanasan
tugas dan kegiaran pada Sub Bagiun Tuta Usaha

lljMelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuaf tugas
datn flingsinya

Kepala Selisi Pengujian UPT Laboratorium Pengujlan Dinas Energl dan Sumber
Daya Mineral Provins! Riau mempunyai tugas:

1] Merencanakan program/kegiaran dan penganggaran pada  Selksi
Pengljiun;

2 Membagi lugas. memberi petunjuk dan memeriicsa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengujian;

J Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peradatan dan
perlenglapan pada Schksi Ponguiian:

4 Merencanakan keglatan pengujian balk di lapangan maupun
laboratorium;

3 Membuat/mercvisl dokumen panduan muln, prosedur muu instrulsi
keria laboratorium;

6f Melaksunakan sistern manajemen mutyu laboratorium;

7} Mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu
dalam segala jenis pengujiar

8 Melukukan pengambilan sampel uwij/contoh uji mineral, batubara dan
Al

9 Melakukan preparasi sampel/contoh ujl mineral, batubura dan air

10) Melakukan persiapan metode uii, bahan ujl dan persiapan peclarutan
sampel/comntoh wi;

Melaksanakan pengujian kualitas mineral, batibara dan air
12] Melakukan jaminan mut data hasil pengujian;

13) Mengelunarkan sertifikat/laporan has uj kualitas mineral batubara
dan air;

14)Melakukan penelusuran dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari
pelanggan vang berkaitan dengan data hasil pengtijian;

15]Melaksanakan penyusunan dan merenconakan program ujl profesiens
kalibras? alat danfatau  uj banding untuk pengembangan uj
labormtorium;

16) Melaksanakan kaj ulang sysstem manajemen laboratoriunm
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17] Membuat metode uj pengujian kualitas mineral, batubara dan air;

18] Melakukan pemantauan, cvaluasi dan membuat laporan pelaksangan
tugas dan kegiatan pada scksi penguijian

19) Mclaksanalks . tugas kedinasan lain yvang diberikan atasan sesuai tuges
dan fungsinva.

kepala Seksi Pelavanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorinm UPT

Laboratoritm Pengujian Dinas ESDM  mempunyal tugas:

I} Merencanakan program [/ kegmian dan penganggaran pada Seksi
pelayanan dan pengembangan peralatan Laboratorinm

2] Membagi thgas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan d lingkungan Scksi pdavanan dan pengembangan
peralatan Laboratoriim:

3} Melaksanukun, pengembangein peralatan laboratorium, peralatan
elksplorasi dan peralatan survey,;

4] Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan £asilias
peralatan laboratorium, peralatan etsplorasi dan peralatan survey,

3 Melaksanakan fasilitasi lerhadap penggunasn dan  pemanfaatan
peralatan laboratorium, poralatan etspiorasi dan peralatan survey;

H Mclaksanakan perencansan pemeliharaan  perslatan  laboratorium,
peralatan cksplorasl dan peralatan survey;

7] Melakukan pemantauan terbadap fasilitasi  penggunaan dan
pemanfaatan peralatan laboratorium, peradatan  eksplorasf  dan
peralaton survey;

& Melakukan pemantauan, cvaluasi dan membuat laporan pclaksanaan
tigas dan kegiatan pada Seks pelavanan dan Pengembangan Peralatan
laboratorium dan peralatan survey;

0 Melaksanalkan tugas kedinasan lan vang diberikan arasan sosial tugas
dan fungsinya.

Struktur Organisasi BLUD

Struktur organisasi BLUD UPT Laboratorium Pengujian Dinas Enecrgl dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sesual dengan Peraluran Menterl dalam
Neger! Nomor 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebagal bernkul:

1)

2

3

Gubernnur Provins? Rlau

Cubcrnur adalah Gubernur Provingt Ria! adalah Jabatan e officic vang
mewakill Pemerintah Provinsl Riau sclaku pomllik Dinas Energl dan
Sumber Days Mineml Provinsi Riau Riau dan UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mincral Provinsi Riauw

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prosinsi Riau adalah
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau vang berada
dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Rian melalu’ Sekretaris
Dactali Provinsi Riau vang bertanggung jawab atas pelaksansan
kewenangan pemerintah dalam bidang energi dan sumber dava mineral.

Kepala BPEKAD

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asct Daerah adalah DBadian yang
mempunval gas membantt Gubernur dalam melaksanakan fungs
penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan .
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Pejabyat Pengelola

Beranggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kehijakan, ficksibilitas dan keuangan BLUD dalamn pernberian layanan.

Pejabat. Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pembetian
layanan umum terutama pada aspek manfaat vang dihasilkan. Pejabat
pengelola  hertanggung  Jjawab  terhadap  kinerja unnun  operasional,
pelaksanasn kehijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian
layanan. Pepbal Pengelols terdiri dar .

a.  Pemimpin

Sebwgiy Pemimpin BLUD adalah Wepala Labeoratorium Pengujian Dinas
Eneigl dan Sumber Dava Mineral Prosdost’ Rigu. Pemimpin BLUD
mempiinyal fungs! scbagal penanggung jawab umum operasional dan
keuangan. Permimpin  juga bertindalk  sebagal  kuasa Peng guna
Anggaratl,

b, Pejbat Keuangan

Sebagal pejabat keuangan dipepang oleéh kepala Sub Bagian Tara
Usaha Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau. Pejabat  keuangan mempunval  fungsi  sebagali
pennanggung jawab keuangan,

c. Peabat Teknis

Sebagal Pelabat Teknis dipegang oleh Kepala Seksi Pengujisn dan
Kepala Seksi Pelayanzn dan Pengembangan Perdalan Laboratorium
sebagal pensngeung jawab kepiatan teknis operasional dan pelav anan
di bidangnya.

Satuan Pengawas Intemal

Satuan Pengawas Inlemal dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian
internal terhadap kineria pelavanan keuangan dan pengaruh lingkungan
sosial dalam penveienggaraan praktek bisnis yang schal. Satuan pongawas
internal  berkedudukan dibawah pemimpin BLUD. Satlan pengawasan
intern  merupakan apamt peogawasan  kcuangan  dan operasional
Laboratorium Pengujian Dinas Enempl dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Riau yang bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD /Kepala Dinas
Encrgl dan Sumber Daga Mineral Provinst Riau.

Jabatan Fungsional

Kelompok Jubatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
bidang laboraroriuin yatig ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
dan munduk pada aturan prolesi Kelompok jabatan fungsional bertanggung
awah Kepada Pimpinan BLUD.
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5. Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD

a, Tugas:
1. Gubernur
Selalen pemilik mempunyai tugas amiara lain sebagal berikut:

(1] Melakukan pembinaan kepada Laboratorium dengan memberikan
kuasa kepada Sekretaris Duersh, Kepala Dinas ESDM, dan/atan
pejabat lain vang ditunjulk.

(2] Menjuga (wjuan  pendian  Laboratorium  tetap  terlaksana  dan
meimberikan manfaat yang semaksimal mungkin bag ncgara dan
daerah untuk kepentingun peningkatan kosclahteraan rakyar.

(3} Membentuk dan menganglat Komite Pengawas Laboratorium jika
dipertukan

[4) Mengangkst dan memberhentikan pembat pengelola dan keuangan dan
teknis atas usulan Kepala Dinas Energi dan Swmber Dayva Mineral
Provisni Riau.

[5) Menetapkan atau mencabut status PPE-BLUD pada Laboratorium

2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kepala Dinas Energi dan Sumber Deya Mineral merupakan  unsuar
prlaksana otonomi daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubemur mclalui Sekretaris Daerah Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyal tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah beraszukan asas otomomy dan tugas pembantuan i
bidang Energi dan Sumber Dava Mineral

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asét Dacrah

Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah merupakan  unsur
periunjang urusan pemerintdhan yang melaksanakan fungsl penunjang
keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaki Sekrelaris
Daerah.

4. Permirmpin

Pemimpin GLUD dijabar oleh Kepula UPT Laboratorium Pengujian  Dinas
Energl dan Sumber Daya Mineral Protinsi Riau yang mempunyai Tugas:

(1} Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan
mengesaluasi penyelenggaraan kegialan BLUD agar lcbih cfisicn dan
produktivitas

2] Merumuskan peénetapan kebfjakan teknis BLUD  serta  kewajiban
laimmya sesual dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala
duerah

(3} Menyusun renstra
(4 Menviapkan RBA

(5] Mengusulkan oalon pembat kevangan dan pejabat  teknis  kepada
kepala dacrah scsual dengan kelentuan
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(6) Menetapkan pejabat lainnys sesual dengan kebutubhan BLUD sefain
pejabat vang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

7} Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh
pejabal  keuangan dan  pejabar  teknis, mengendalkan tugas
pengawasan internal, serta menyampaikan dan  mempertanggung
jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala
dacrah

(4] Tugas lainnva yang ditetupkan olch kepala daerah sesual dengan
kewenang annya.

5. Pejabal Keuangan

Pejubat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Tugas
Pejabat Keusngan adalah .

(1) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
(2] Mengkoordinasikan penyusunan RBA

[3) Menviaplkean DPA

(4 Melukukan pengelolaan pendapatan dan belanja

i3] Menvelenggarakan pengelolaan kas

6] Melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi

{7) Menyusun kebijakan pengelolaan barmng milk daerah vang berada
dibawah pcnguasaannya

(8] Menyelenggarakan sistim informasl manajemen keuangan
¥ Menyelenggarakan akuntansi dan penvusunan kapuran keuangan

(10] Tugas lainnya yang ditetapkan oleh  kepala daerah  dan/atau
pemimpin sesual dengan kewenang annya.

B, Pejabat Teknis
Tugas Pejabat Teknis antara lain:

{1] Menyusun perencanaan keglatan teknis operasional dan pelayanan
dibidangnrva

(2 Mclaksanakan keglatan tleknis operasional dan pelayanan sesual
dengan RBA

(3] Memimpin dan mengendalikan  kegiatan  teknis operasional  dan
pelegsanan dibidangn va

(4 Tugas lainnya vang ditctapkan olch kepala daerah dan/atau pemimpin
sesuai dengan kewenangannva

7. Satuan Pengawasan Internal (SP)

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuks;
{1} Pengamanan hata kekavaan;

{2) Mencipiakan akurasi sistim informasi keuangan

(31 Menciptakan efisicnsi dan produktivitas

(4] Mendorong dipatuhinya kebijakan maniemen dalam Praloael Disnis
Yang Sehat
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8. Jabatan Fungsional
Mempunyal tugas sehagail herikur:

(1) Memasikan keclancaran pengujian df laboratoriitm dan bertanggung
jawal tcthadap perawatan dan kalibrasi peralatan d laboratorium
Lekalt

{2} Dersama Pcjabat Teknis dan analis terkait menyusun perencanaan
kebutuhan reagensia, alat dan bahan habis pakai lainnyva

(3] Memastikan terhadap keabsahan hasil uji

(4] Memverifikasi dan menandatangani laporan hasil wji (LHU)}.
(3} Menangani tundak lanjut atas keluhan cristomer.

{6} Mengelola sampel, termasuk pcmusnahan sampel

(7] Melakukan ujl proftsiensi/uji banding antar laboratorium.

{8) Memastikan pemenuhan pesyaratan  kondisi  dan  akomodass
lingkungan pengljian sesuai kebutuhan.

b. Fungsi dan tangpgunyg jawab

Pemimpin BLUD mempunyal fungsi sebagal penunggung jawab urmum
operasional dan keuangan. Pejabat Keuangan berfungsi sebhagal penanggung
jawab keusngan, dan Pejubat Teknis mempunyai {ungst sebagal penanggung
jawab lkegialan teknis operasional dan pelayanan dibdangnya., Sedangkan
Satuan Pengawas Internal Dberfungsi untuk membantu manajemen dalam
penerapan Praktelr Bisnis yang sehat Serta Jabatan Fungsional berfungsi
membantu  pemimpinan  BLUD  untuk  peningkatan pelayanan  kepada
masyarakat dengan melakukan koordinas: dalam penyelesaian pelaysnon.,

6. Hubungan Kerja dan Kewenangan

Sctiap bagian UPT Labeotalorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Proving{ Riau pada stiuktur organisasi harus memiliki
komitmen, Atdran main, serta praktek penyelenggaraan pelayanan secara
sehat dan beretika guna mewudjudkan nilai UPT Laboratoriumm Pengujian Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam jangka panjung dengan
leltap memperhatikan  kepentingan stakeholders scrta betlandaskan pada
peraturan perundangan vang berlalu dan nilai-nitai etilca.

Gubernur  sebagal  Peonanggung  jawab  kebijakan penyelenggaraan
pelas/anan umum, melakukan pembinaan kepada Laboratorium Pengujian
Dinas Encigi dan Sumber Daya Mineral Provingi Riau dengan memberilken
kuasa kepada sckretaris daerah Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Energl
dan Sumber Daya Minerad Provins Riay,

kepala Dinas Encigl dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau merupakan
Pembina Teknis BLUD vang bertugas melakukan pengawasan dan memberi
nasehat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada
Gubernur menyanglut pengelolaan dan pengurusan UPT Labgratorium dalam
melaksanakan kepengurusan BLUD yang berkaitan urusan pemernlahan dan
memomtor tindak lanjut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Pembing
Keuangan yang mempunyal lugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
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bertindak sebagal bendahars umum daerah dan melakukan pemantauan,
evaluasi dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas pengelolaan Laboratorium
Pengujian Dinas FEnergl dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau. Pemimpin
BLUD berlanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mincral Provinsi Rlau  melalul Sekretaris Daerah Provinsi Rlau dan
Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsi Fiau. Pcjabat keuangan dan
Pembat Teknis berlanggungjawab kepada Pemimpin BLUD sesual bidang
langgung jawah masing-masing. Satuan pengawasan intern [SP) merupakan
aparat vang hertugas untuk melakukan pengawasan dan  pengendalian
internal terbadap kinerja pelayanan dan keuangan.

Satuan Pengawasan Intern (SP] merupakan aparat yang bertugas untuk
melalkukan pengawasan dan pengendalian internal tethadap kinerja pelayanan

dan keunngan, Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawab
penimpin BLUD,

Jabatan fungsional UPT Labeoratorium Pengujian Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineéral Provinsi Riau membantu pemimpin BLUD  untuk
peningkalan pelavanan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi
dalam penyelesaian pelavanan, Untuk mewujudkan Laboratorium Pengujian
Dinas Energl dan Sumhber Dava Mineral Provinsi Riau yang tertib dalam tata
kelola pengujlan (calibration goscimance).
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BAE III
PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja merupakan setlap proses pengelolaan material dan pelayanan
telah  didokumentasikan dalam  Standar Operasional Prosedur {SDF|: SOP
merupakan acuan bagl selurith staf UPT Laboratorium Penguijian Dinas Enempi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalamm melaksanakan peker jaan.
Acuan pelsksanaan pekerjaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan
Laboralorium dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam PIoses
bisnis Laboratorium sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna  dapar
mencapal standar vang dilnginkan,

SO UPT Laboratorium Pengujisn Dinas Energl dan Sumber Dpwa Mineral
Provinsi Riau dalam mngka memberikan pelavanan kepada masyérakar, baik
pelayanan manajemen maupun pelavanan perdgujian sumpel telah ditctapkan
oleh kepala UPT Laboratorium Pengujian Dinas Fnergi dan Sumiber Daya
Mineral FProvins! Riau

S0P ini telah didokumentasikan, disoslalisasikan dan  difmplenientastkan
disetiap unit kerja. Dengan adanya SOF ini diharapkan pelaksanaan atau
proses kinetja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan
baik dan sesuai dengan standar mutu. Dengan prosedur kerja ini pula dapat
dijadikan bshan evaliasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dan sctiap
proses kincria.

SOP yang telah ditetapkan scrara ringkas uralannya sebagaf berikut:

1. Pelayanan Seksi Pengujian
A Pelayanan Pengujian Batubara

Prosedur pengujian sampe! menguraikan langksh - langkah pelayanan
kepada  pelaku  usaha dan masvarakat nukd  dard  pendaftaran,
pomibayaran dan pemnberian hasil uy pada masing-masing bidang
perigujian serta prosedur pelayanan pengujian

Standar Pelayanan pengujian batubara yang ade di UPT Lahoratorivm
Pengujisn Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Frovinsi Riau rerdin atas :

1] Standar Pelavanan Pendaftaran

Sebagai panduan bagi perugas laberatorium  untuk  memula
keginlan pendaltaran sampal pengambilan sampel sesuai Standar
Operasional Prosedurnva (SOP) Nomor @ 592 /DESDM.GL/VIS 2022
tangsal 5 Agustus 2022

2] Standar Peclayanan Pembavaran

Untuk memberikan tata laksana vang tcpat pada permintaan
pengujian, penerimaan sampel dan retrbusi pelayanan diterima
pembavaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP}
Nomor « 392/DESDI A0/ VII2022 lanegaal 3 Asustus 2020,

3] Prosedur Pengujian

Prosedur — prosedur dalam pengujian batubam mcliputl scimua
prosedur vang digunakan dalam melakuikan pengupan aras sample
yang diterima dari konsumen yang tertuang dalam Standar
Operasional Prosedur Nomor : SY2/DESDMOL/VII/2022 tangeal 5
Agustus 2022,

Penglijian Batibara, dengan parameter ujil schagad berikot:
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a Pengujian kadar sulfur berdasarkan ASTM D 4239-17,
b, Pengujian kadar karbon herdasarkan ASTM D 5373-16.
¢ Pengujian kaduar hidrogen bomdasarkan ASIM D 5373-16.
d. Pengujian kadar nitrogen berdasarkan ASTM D 5373-16.
4} Standar Prosedur Penvampaisn Hasil

Hasil uji batubara adalah suatu konfirmasi yang dilskukan dengan
menyediakan bukti yang objektif yang mienunjukan  bahwa
persyaratan telab terpenuhi. Dilaksanakan seciara berjenjang mulai
darf um teknis, adminisirasi dan penanggung jawab hingga sampai
ke tangan pelanggsn,

S Kode etk dalam melaksianakan tugas pengujian mengutamakan

kedisiplinam, kcjujuran serta profssional kerjs dengan menerapkan
prinsip sebagal berikut :

1. Mengutamakan kejujuran, dapat diperecaya dan memegang
semua rahasia hasll pengujian;

2. Meclaksangkan tugas dengan penuh resa tanggung jawab dan
berusaha bekerja secara efsktif dan elisien

Pelayanan Pengujian Batuan dan Mineral

Prosedur pelassanan Pengujian Mincral menguraikan langlkah - jangkah
pelayanan kepada pelungg: m mulal dari pendaftaran, pembayaran dan
pemberian hasil u)l pads wmasingmasing bidang pengujian sena
prosedur pelayanan pengujian,

Standar pelayanan Pengujian Batuan dan Mincral vyang ada & UPT
Labotatotium Pengujizsn Dinas Energli dan Sumber Dava Mineml
Provinsi Riau terdir] atas :

1] Standar Pelayanan Pendaftaran

Sebagal panduan bagl petugas laboratorium untuk  meomulai
kegiatan pendaltaran sampai pengambilan sampel sesuai Standar
{Operasional Prozedurnva {SOP] Nomor : 392/DESDIV.OL/VIIY 2022
tangeal 3 Agustus 2022,

4 Srandar Pelavanan Pembayaran

Untuk menmberikan tata laksana vang lepal pada penminiaan
pengujian, penecrimaan sampel dan retribusi pelavanan pengujian
diterima pembayaran sesual dengan Standar Operasional Proscdur
[SOP) Nomor @ 392/DESDM.O1/VIIL/ 2022 tangeal 5 Agustus 2022,

3l Prosedur Pengujian

Prosedur — prosedur dalam pengujisn batuan dan mineral melipud
semua prosedur yang digunakan dalam melakukan pengujlan atas
sample yang diterima dar konsumen yatig wertmang dalam Standar
Operasional Prosedur Nomor @ S52/DESDM.OL/VIII/ 2022 tunggal 5
Agustus 202,

Pengujian bawan dan mineral dengan parameter ujl sebagal berikut

a Pengujlan kadar silika total berdasarkan SNl [3-6668-2002 dan
SN 13-3496-1994,
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b. Pengujian kadar logam (besi, aluminiunm, mangan, kalsium,
magnesium) berdasarkan SN 13-6668-2002 dun SN 13-3496-
19G4,

¢, Pengujian kadar hitang pijgr berdasarkan SNI 7574-2010.
4 Standar Prosedur Pensampaian Hasil

Hasil ujfi batuan dan mineral adalah suatu konfirmasi vang
ditakukan dengan imenyediakan buktl vang objektif  vang
menunjukan bahwa  persyaratan telah terpenuhi. Dilaksanakan
secara  Derjenjang mulal darl tim  tcknds, administrast  dan
penanggung jawab hingga sampai ke tangan pelangean,

3 Kode elik dalam melaksanakan tupas pengujian mengutamakan

kedisiphinan, kejujuran serta  profesional kerja dengan mencmpkan
prinsip sebagai berikur :

1. Mengutamakan kejujuran, dapat dipercaya dan  memegang
serniia mhasia hasit pengujian;

2. Melaksanakan lugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan
berusalia bekerja sccara efektdf dan efisien.

C. Pelayanan Pengnjian Air dan Air Limhbah

Pelan ranan pengujian air dan air limbah dilaksanakan untuk membanta
para pelaku usaha untuk mengetahui kualitas dari ar vamne digunakan
untik kebutuhan usaha serla air limbah vang dihasilkan dari kegiatan
usaha tersebut sehingga pelaku usaha lersebut memperoleh data yang
menjadi tolak ukur kelayakan air vang digunakan dan air limbah vang
akan dibuang ke lingkungan.

Standar Pelayanan pengujian Alr dan Air Limbah vang ada & UPT

Laboratorium DPengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsl Riau terdirl atas:

I} Standar Pelayanan Pendaftaran
Sehagal panduan bagl petugas  laboratorium  uniuk memulal
kegiatan pendaftaran sampai pengambilan sampel sesual Standar
Operasional Prosedurnya (SOP] Nomor @ 392/DESDMO/ VI 2022
tanggal 5 Agustus 2022,

2 Standar Pelayianan Pembayaran
Untuk memberikan tats laksana vang tepat pads  permintaan
penguilan, pcenerfmaan sampel dan retribusi pelayvanan péngujian
diterima pembavaran sesua dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP} Nomor : 592/DESDMO1/VIIL/2022 tanggal 5 Agustus 2022,

3 Prosedur Pengujan
Prosedur — prosedur dalam penpujian ar dan air limbah meliputl semua
prosedur yang digunakan dalam melakukan pengujan atas sample yang
diterima dar konsumen yanp tertuang dalam  Standar Operasional
Prosedur Nothor : 392 /DESDM.OT/VIL/2022 tanggal S Agustus 202.

Perpujian air dan air limbah dengan parameter ol sebagal berikut:
a, Pengujian fisika diant:iiarang :

g Pengujlan pH berdasarkan SN 698972-2009

L) Pengujian suhu berdasarican S5SNI 06-6980823-20035
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Pengujian warna berdasarkan SNI 6989.80-2011
Pengujlan daya hantar listrik berdasarkan APHA 2017
Pengujian kekervuhan berdassrkan APHA 2017

[gy, i

=ty

Pengujian padatan teriarut berdasarkan SNI 0A-698927-
2005

g Pengujian padatan tidak terlarwt dan padatan  total
berdasarkan 8Nl £9893-2009

b, Pengupan kimia diantaranya

ad Pengujian kadar logam {hes] aluminium, mangan, kalsium,
magnesium, seng, timbal, tembaga, krom, kadmium, kalium,
nikel) berdasarkan SNI 6989.84-2019,

b Pengulian sulfat berdasarkan SNl 6980.20-2000

¢ Pengujian nitrat berdasarkan SNl 6989709-2011.

d Pengujpan nitrit berdasarkean SNI 06-69890-2004.

€ Fengujlan zar organik berdasarkan SNl 06-6980.22.2014.

f) Pengujian kadar kebutuhan oksigen Kimiaw! berdasatkuan
SNI 8985.2-2009

gl Pengujian kadar kcbuluhan oksigen hayati berdasarkan
APHA 2017 .

bl Pengujan minvak dan lermnuk berdasarkan SNI 06-598910-
2004,

] Pengujian fenal berdasarkan SN 06-6989.21-2004.
i Pengujfan amonia berdasatkan SNI 06-6983.30-2005.
k] Pengujfan klorida berdasarkan SNL 6980319-2009

4  Standar Frosedur Penyampaian Hasil

Hasil uji ar dan af limbah adalabh suam konfirmasi vang dilaloukan
dengan  menvediakan bukd yang objektfl yang menunjukan  bahwa
persyaratan telah terpenuhi, Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
tm teknis, administrasi dan penanggung jawab hingga sampal ke tangan
pelatggan.

n

Kode etik  dalam  melaksanalan  mgas  pongujlan mengalamskan
kadisiplinan, kemjpuran serta profasional kerja dengan menerapkan
prinsip sebagai berikut :

1. Mengutamakan Xcjujwman, dapat dipercayva dan memegang
seniua rahasia hasil penguiian;

2. Melaksanalean tugas dengan penull rasa tangeung jawab dan
berusaha beleria secara efskuf dan efisien.

2. Pelayanan Beksi Pelayanan Dan Pengembangan Perlatan Laboratorium
Pelayanan Penyewaasn peralatan Eksplorasi dan peralatan Survey

Prosedur pelayvanan penyewaan peralatan Fksplorasi dan peralatan
survey wmenguraikan langkah - langkah pelayanan kepada pelaku
uszha dan magvarakat mulai dart pengajuan pernchonaal,
pertimbangan  teknis  penyewazn, penyembian | peralaian A3
pembavaran sesual prosedur pelayanan penyvewaan  peralatan
Fksplorasi dan poralatan Survey.

Pelayanan jasa penyewasn peralatan dilabsianakan untuk monbantu pama
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pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan peralatan vang digunalian untuk
pelaksanaan kegiatan produksi maupun pemantauan lingkungan sebagal
syarat yang harug dipenuhi dalam penyvusunan deokumen linglcungan

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) penvewaan peralatan
cksplorasi dan peralatan survey sebagai berikug :

a Penyvewa mengajukan surat permohonan  kepada Kepala UPT
Laboratorum Penhgljian

b, RKepala UPT Laboratorium Pengujlan mendisposisi ke koordinator
peralatan

¢ Koordinator peralatan memeriksa dan mengkajl surat permohonan

Koordinaror peralatan micadisposisikan ke stal” weknis peralatan
eksplorasi dan survey

e. Penyewa datang ke UPT Laboratorium Pengujian  untuk
mernyepakati tarif sesuai Pergub {ada form ditandatangani, form
kesepakatan)

f.  Burat persetujuan kepala UPT. Laboratorum Pengujian, sural
perjanjian sewa, Berita Acara Serah Terima. peralatan,

[Fee]

Alat keluar (diambil atag dikinm)
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BAB 1V
PENGELOMPOEKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pengelompokan fungsi menggambarkan pembagian vang jelas  dan
rasipnal  antara fungsi  pelavansn pengujian  laboratorium  dan fungsl
pendukung wang sesual dengan prinsip pengendaiian infern dalam rangka
cicktifitas pencapaian tujuan organisasi.

Dari uralan  struktur organisasi UPT Labomtoriumm Pengujian Dinas
Energi dan Sumber Dayva Mineral Provinsi Riaun beserta urajan tugasnya, dapat
disimpulkan bahwa oz _anisasi Laboratorium Pengljian telah dikelompokkan
sesudal dengan fungsi vang logis sebagal berfkut:

11 Telah dilakultan pemisahan fungsi yvang tegas antar Kepala Laboratorium

Pengujian, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Scksi Pengujian dan Kepala Seksi
Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium,

2} Telah dilukukan pemisaban antara fungsi pclayanan yang dilaliukan oleh
Kepala Seksi Pengujlan dan Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan

Peralatan Laboratorium dengan fungsi pendulkung yaitu Kepala Sub
Bagian Tata Usaha

3} Adanvya pemibagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-
masing fungsi dalam organisasi tersebuf i atas.

Sistemn pengendafian intern telah cukup memadail hal inl antara lan
tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit
organisssi dalam UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya
Mincial Provins Riguy untuk melaksanakan kewajibannya den  menjamnin
bahwa tindakan pengendalinn telah dilakukan untuk mengatasi risiko vang
dihadapl dalam  mencapal tijuan dan  sasaran  organisasi,  Keglatan
pchigendalian  tersebut termasuk serangkalan kegiatan scperti pembagian
kewenangan, otcrisasi, verifikasi rekonsiliasi, penilaian terhadap presiasi
kerja, pembagian tugas, scrta pengamanan terhadap aset organisasi.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa fungsi — fumgsi & UPT Laboratorilim
Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sechagai
berikut :

1. Fungsi Pelayanan

Yang termasuk dalam fungsi pelayanan adalah upaya pengujian baik
terhadap batubara, mineral dan  air dan air limbah scrta penyewaan
peralatan eksplorasi/survey yang melipuli :

1] Pengujian Batubara Peagujian kadar hidrogen

2] Pengujlan batuan dan nuneral

3} Pengujan afr dan air limbah [Pengujfan Fisika dan Kimia)
2. Fungsi Pendukung

Sebagai fungs! pendukung untuk menunjang fungsi pelayanan dalam
rangka efekiifilas adalah sebagat berikut :

11 Penvewaan peralatan cksplorasi dan peralatan survey
2 Fungsi Pelayanan Adniinistrasi melipuli,

a, Administrasi kcuangan dan aset

b, Administrasi umum dan kcpegasvaian

c. Administrasi perencanaan dan monitoring scrta evaluasi
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BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusla (SDM| mertipakan pengaturan dan
pengambilan kebijakan vang jelas terarah dan berkesinambungan mengenai
sumber daya manusia pada suatu  organisasi  dalam  rangka memenuyhi
kebutuhannya balk pada jumlah maupun kualitas yang  paling
menguntungkan sehinggs organisasl dapat mencapsy ftujuan secam efisici,
efektif, dan ekonomis. Swmber daya manusia perlu dikelola secarz cermat
mukai dari  saat penerimaan, selama aktif bekerjp maupun setelah purna
tugas.

1. Kebijakan Umum

Proses penhgelolaan SDM secars k eselumhan didasarkan pada perlakuan
yang adil, terbuka dan bebas dar nepotisme. UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dapar melskukan
rekrutmen, mempertahankan dan mengembangkan swmber daya manusia
sejalan dengan kebutuhan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan
keuangan UPT Laberatonum Pengujian Dinas ESDM Provinsi Riau,

Perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada tugas pakok dan
fungsi UPl' Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Dayvae Mineral
Provinsi Riau dalam remgka menunjang tigas umum pemennlahan  dan
pembangunan 4 bidang ¢nergi dan sumber daya mineral.

2. Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM UPT Laboratorium Pengujian Dinas Fnergi dan Sumber
NDaya  Mineral Provipsi Rlau mencakup kegiatan, Pengadaan  SDM,
Pergparatan, Pengangkatan, penempatan, Batss Usia, Masa Kerja, Hak dan
Kewajiban, Sistim reward and punishment penérimaan peg:wal, penempatat,
sistemt remunemsi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistern reward and
punishment dan penmutusan hubungan kerjn Dalam pengelolaan SDM, yaitw:

A. Pengadaaan Sumber Daya Manuasia

1] Sub Bagian Tata Usaha dengan bidang-bidang vang terkait melakukan
perencanasn sumber daya manusia berdasarkar analisa beban ketja
dengan mengacu kepada rencana  strategis  dan perkembangan
organisasi dengan menjunjung prinsip profesionalisme.

2} Dalam perencanaan Sumber Daya Manusia memperhatikin  hasil
analisis bcbhan kerja, anggaran dan kKemampuan organisasi maupuit
pegaWwal

31 Prosedur pengadaan pegawal dilakukan sesual dengan Peraturan
Pemerniah Rcpublik Indonesia Nomwor 98 Tahun 2000 Tentang
Pengadaan Pegawal Negeri 3ipil dan Peraturan Pemerintah Republik
indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraluran
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000,

B. Pemviaratan Sumber Daya Manusia

Persy saratan SDM dalam pengelolasn UPT Laboralonum Pengujian Dinas
Energi dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau merupakan pegawal Vang
bertanggung jawalb tehadap kinerja wmuni, operasional, dalam pemberian
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layanan scrta menyelenggarakan l«.eglaian untuk mendukung kinerja UFE
Laboratorum Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riain

Persyaratan vang harus dimiliki adalah kompetens! ang scsuai dengan
fisrmas! untuk meningkatkan Kualitas UPT Laboratosium Pengujinon Dinas
Energi dan Sumber Deya Mineral Provinsi Riau, maka diperlukan kompetensi
vang kompeten. Svarat kompetensi untuk :

¥

Kepals UPT Laboratorium Pengujian Dinas Epergl dan Sumber Dava
Yineral Provins! Riau selaku pemimpin BLUL

5!

b

d
el

i)

Memahami Renstra Bisnis BLUD UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagan dasor
penihg katan kinerja layanan pengujian

Memiliki pengalaman dan kemampuan  untuk  memimpin,
mengarahkan, menihina, Hengawas, mengendalikan e
mengevalnasi penvelenggaraan kegiatan unit kerja;

Memiliki  pengetahuan  tentang  manajemen  pemberdayaan
laboratorium pengujian sesual standar SNl 18O/IREC 17025 2017,

Memiliki kemampuan untuk memhina hubungan vang baik thuman
relations) dengan para stakeholders dan milra kerjasama usaha

Memiliki sikap perilaku vang remah dan baik hat dalam pelayanan
lahoratori;

Menmiilikidedikas! dan loyalitus terhadap kebijakan pemberdayaan
laboratorim yang ditetapkan pimpinan;

Rersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala UPT
Laboratorium Pengujian Dinas Evergi dan Sumber Laya Mineral
Provinsi Rlau  sccara tertulis,

Memiliki visl, misi, dan program vang ielas dan dapat diterapkan.

Sekurang-kurangnya meniiliki jenjang pendidilkan Sarjana (81).

Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pcomabat Keuangan

Standar kompelensi (kualifikasi) vang dibutubkan untuk dapat menjadi
Kepala Tata Usaha /Pefabat Keuangan di Labordtonum Penguiian

Dinas Frnergi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah sebagad
Derikut:

al

Memahami Renstra Bisnis BLUD UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineras] Prosinsi Riau schagal dasar
peningkatan kinerja layanan pengujian

Berijazah serendah — rendahnya Sarjuna (S-1) Bidang Adminfstras(
[Ekonomi/ Manaemen/)

Berstalus PNS aktil' pada saal diangkat menjadi Kepala Sub Bagian

Tata Usaha

Memilikl pengelabuan lenlang perclicansall anggaran, manscimnen
kenangan dan mandjemen SDM;

Memiliki  keterampilan afau pengetabuan tentang akutansi dan
sistem nformasi;

Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan  kegiatan
Laboratorium sedemikion rupa sehingga dapal bheralan  secara
lancar dan berkelanjutan
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g Memilllel sikap perilaku yang ramah dan baik hat! dalam pelavanan
laboratorium;

hj Cakap menyusun kebijaKan  strategis  Laboratorium  dalam
meningkatkan pelayanan pengujian kepada pelaku usaha dan
masyarakat

§ Cakap melaksanakan rugas sesual dengan tugas pokok dan fungs
sesual dengan peratunin pemundang-undangan vang berlaku.

Kepala Scksi  Pengujfan  den  Kepala Sel  Pelayanan  dan
Pengembangan Peralatan Laboratorium

Standar kompetensi (kualifikasi) vang dibutuhkan untuk dapat men jadi
Kepala SeksiiPe jabat Teknis df Laboratorium Pengujian Dinas Energl
dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau adalah sebagai berilut :

g Memaham{ Renstta Bisnis BLUD UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energl dan Sumbet Daya Mineral Provinsi Risu sehagai dasar
peningkatan kinerja layanan pengiijian

v Memiliki pepgetehuan  tentang manajemen  peraberdayaan
laboratorium pengujian scsuat standar SNI ISO/TEC 1702572017

¢ Memiliki kctcrampilan atau  pengetahuan  tentang  pengujian
parameter uj

d} Berijazah serendah-rendahnya Sarjmana (8-1) Bidang Teknilk
& Berstatus PNS aktil pada saat diangkat menjadi Kepala Seksi
fi Mampu mermimpin, membina, mecngkoordinasikan dan mengswvass

kegiatan penguijlan Laboratorium dengan seksama

g Mampu mclakukan pengendalian terhadap tugas dan  kegiatan
Labaoratorium sedemikian rupa sehingga dapal berjelan sccara
luncar dan berkelanjutan

b Cakap menyusun kebijukan  strategis  Laboraterium  dalam
meningkatkan pclayanan pengujian masyarakat

i Memililed visi, misl, dan program vang jelas dan dapat diteraplan
diantaranva mecliputi:

]| Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan
laboratorium

2 Penciptaan suasana Laboratorium vang asrl, aman, dan ilmiah

3} Pelaksanaan eleklivilus, elisiensi, dan akuntabililas program.

Jabatan Fungsional Tertentu

Standar kompetenst (kualifikasi) vang dibutubkan untuk dapat mernjadi
Pejabat Fungsional Laboratorium berdasarkan Peraturan menters PAN
Nomor & Tahun 20060 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mitu Barang
dan Angka Kredit sebagal berikut:

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b Sehat jasmani dan  Rohani vang dibuktikan dengan  surat
keterangan sehat dari dokter independen

g Berijuzah SMK Kimia Industri/Kimia Analis, D3/5] Teknik
Kirniza/ Kimia
d} Berstatus PNS aktif;



g Marnpu membaniu Kepala Laboratorium dalam rangka mengelola
Laboratorium untuk memberikan pelayvanan pengujian kepada
mas rarakat,meliputi bidang Batubara, Mineral dan Air/air limbah

§ Memberikan masukan kepada Kepala Lab untuk menvusun standar
pelayvanan dan memantau melaksanakannva.

g] Mampu melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kciwwenangan
profesi dan mengembangkan program pendidikan dan latihan

k) Mempunyai serrifikar profesi penguji mutu barang,

3. Tenaga Kerja Kontrak

Tenaga Kerja Kontrak wang dipekerjakan pada UPT Laboratorium
Pengujlan Dinags Energi dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riau
diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Energl dan Sumber Daya
Mineral Provins! Riau

C. Penganglatan

1. Jumlah dan  susunsan parngkat pegawar  yang  diperlukan
UPTLaboratorium Pengujisn Dinas Energl dan Swmber Daya Mineral
Provinsi Riau ditetapkan dalam formasi untuk jangka wakiu tertentu
berdasarkan jenss .silal dan beban keérja vang harus dilaksanakan.

2. Formasi pegawai ditetapkan olch Cubernur uniuk setiap tahun
anggaran atas usul Kepala UPT Laboratorium Pengujian Dinas Enengi
dari  Sumber Dayva Minergl Proving! Riau  setelah mendapat
pertimbangan Kepala Dinas Energt dan Sumber Dayva Mincral Provinsi.
Pengadacin pegawal dilakukan untuk mengisi iarmasi tersebut.

D, Penempatan

F:

Penempatan pegawal dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan
fonmas! dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan  yang
dibutuhkan pada UPT Laboratorium Pengujian.

Masa Kerja dan Hatas Usia

Batas Usia untuk Pegawad Negeri Sipil diatur dalam Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negura Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk telonis
Pemberhentian Pegawal Negort Sipil.

Batas Usiz. Pensiun untuk PNS adalab umur 58 tabun untuk pejatnt
administrasi, pe@abat fngsional ahli muda, pejsbat fungsional ahli
pratama, dan pejabat fungsional keterampilan., Usia 60 tabun  bagi
pejabutpimpinan lingel dan pejabat fungsional madya serta 65 tahun bagi
PNS yang memangku pejabat fungsional ahli ulama. Masa kerja darn PNS
dileniukan darl usia pengangkatan CPNS sampal batas usia Pensiun.

Hak dan Kewajihan
1. Hak dan kewajiban Pegawal Negeri Sipil antara lam :
a Hak:
# Mendapatkan gajl dan upah
k) Mendapatkan hak cufi
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Mendapatkan santunan kematian
Mendapatkan kesejahtersan

Mendapatkan jaminan kesehatan

b, kewajban yang harus dipenuhi :

2l
b
4

d

J

Mengucaplian sumpah dan jani PN3
Mengucapkan sumpah dan janji Jabatan

Setin dan Taal sepcnuhnya kepada Pancasila, Undang-undang
R Tahun 1945, MNegara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemeriniah

Mengatl segala ketentuan peraiuran perundang- undangan

Melaksanakan tugas kedinasan yung dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengahdian, kesaduran dan tanggung jawab

Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan
martabar PNS

Menguiamakan Kepentingan negara diatas kepentingan scndiri
tan golotgan

Memegang rahasia jabatan yvang menurut sifat atau menurut
perintah harus dirahasiakan

Bekerjn dengan jujur tertib, cermat dan bersemangat untulk
kepentingan necgara

Melaporkan dengan scgera kepada atasan apabila mengetahul
ada hal yang membahayakan atau merugiken negara, atau
pemerintah terutama keamanan, keusngan dan materil.

2. Setlap Pegawal Kontrak memputvai hak dan kewajiban antara bain:
A lalste

2l
8]

d

Upah

Dapal melakukan perjalanan dinas dalam/keluiar daerah sesuai
kebutuhan Dinas Encrgl dan Sumber Daya Mineral ProvinsiRiau
dan peraturan perundang-undangan;dan

Mendapatkan cuti sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.

b. Kewsd jibarn

2)
b
c)
d)
&

)

Setla dan tasl kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun
1945, Negara dan Pemerlntah;

Mengutamakan kepentingan negara i  aras  kepentingan
golongan dlau pribadi;

Menjunjung  tingegi kehomatan atau martabat negara dan
Penlerintal;

Menvimpan rahasia ncgara dan rahasta jabatan dengan scbalk-
balknya;

Melaksanakan tugas dengan schaik-bafknva dengan penuh
pengabdian dun tanggungjawab;

Belkerja dengan  juiur, tertib, cennal dan semangat  untuk
kepentingan negara;

Mcntaall scgala kelentwan peraturan perundang-undangan;
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hi Mentaat!i ketentuan jam kerja yang berlaku & lingkungan Dinas
Energi dan Sumber Dawa Mincral Provinsi Riauw;

1 Menciptakan dan memelihara suasana kerp yang baik;

i Menggunakan dan memclhara harang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;

k] Memberikan pelayanan sebaik-haitknya kepada masyarakat.
o larangan:
g Menyvalahgmunakan wewenang,

b Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan |
atal orang lain dengan mengeunakan kewenangan orang lain

o Memillki,  menjual, membeli, menggadaikan, - menyewa  atau
meminjamkan barang-barang balk bergerak atau tidak bergerak,
dojoumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

d] Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dard slapapun juga
vang berhubungan dengan jabatan danfatau peker jaannya;

¢ Tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi ataw
mempersulit salah sai  pibak  yang dilayvari  sehingea
mengakibatkan kenugran bag: vang dilayw; dan

fi Melakukan suaru tindalan ltorupsi, kolusi dan nepotisie.

Sistem Reward dan Punishment

Pembinaan pegawal diarahkan untuk menjamin peénvelénggarasan tugas
pokok dan fungsi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber
Daya Minernl Provinsi Riag dalam  rangks menunjang  lugas wmum
pemmerintahan dan pembangunan.

Pernbinann pegawal dilaksanalkan berdasarkan sistem karier dan sisicm
prestasi kerja, Pogawal yang tolah menunjuklean kesetiaan atau berjasa
terhadap UPT Laboratorium Pengujan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Risu atau yong telah menunjukloan prestasi kerjp yung
luar bissa, jujur dan taat terhadap tugas kewsjibannya dapat diberilan
penghargaarn.

Kepala UPT Laboratorium Pengujian Dinas BEnergi dan Sumber Daya
Mincral Provinsi Rlau memberikan hukuman disiplin secara berjenjang
atas segala pelanpgparan disipling Mekanisme peruberan hukuman diatur
dalamn pasal 9 s/d pasal 14 Peramuran Pemerintah Repuhlik Indonesis
Nomor 33 tahun 2010 sena peraturan/ Perundang-undangan lainnya yvang
berlaku.

UPT laboratorium DPenguian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau saat ini belum bisa memberikan jasa pelayanan kepada
seluruh  staf karena pada Perda Nomor 19 Tahun 2018 tidak diatur
mengenal jasa pelavanan sehingga jasa pclavanan tidak bisa dibayarkan,

UPT Laboratorium Pengujan Dinas Energl dun Sumber Dava Mineral
Provinsi Riau menerapkan sistem penggajjan dan pemberian tunjangan
scrta kesejahleman  kepada  Pejabat  Pengelola dan  pegawai  UPT
Laboratorium Pengujian scsual dengan pasal 7 Undang-undang Republik
indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor & tabun 1974 entang Pukok-polick Kepegawalan,



H. Pemberhentian

Penelapan kcpuitusan pemberhentian PNS dan atau pemberiin  pensiun
PNS paling lama | (satu) bulan scbelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun
(BUP] dan berlaku sejak akhir bulan PNS vang bersangkuran menc Apal
Batas Usia Pensiun.

Adapun regulasi dar pengelolaan sumber daya manusia merujuk kepada
peraturan menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun
2019 tenlang kriteria penetapan kehutuhan Pegawal Negen Sipil dan
pelaksanaan scleksi calon Pegawal Negeri Sipil Tahun 2019 dan keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Teknis Pemberhentian Pegaveal Negeri Sipil.

Pemutusan masa pelaksanaan kontrak sclesal apabila:
a Tidak mentaat ketentuan kewajban dan larangan;

b, Tidak masuk kcrja lebih dari 3(lima) hart kerja tanpa kelerangan sccara
akumulasi selama 1 [satu} bulan;

¢. Tidak masuk kerja lebibh dand 3 {iga)] bulan bag yang mengalami
kececlakaan kerja;

d. Terlambat masuk kerja, pulang ccpat dan/ atau  meninggalkan
tugas/kantor pada jam kerja vang perhitungannya sama dengan tidak
masuk kerjr selama S(lima) hari kerja tanpa alasarn,

e. Melakukan pcnipuan, pencurian atau peng gelapan barang dan/atau
harang Nk Negara;

f Memberikan keterangan palsu atau vang dipalsukan  sehingga
merugikan negara;

Meminum minuman kemas vang memabukkan, perjudian, memalkal
dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya df
dalam maupun di lwar lingkungan Dinas Energl dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Riau

=

h. Melakukan perbuatan asusila, menjadi istri atan suami kedua dari
perkavinan yang tidak sah secara Negara di dalam maupun & luar
Linglkungan Dinas Energl dan Sumber Dava Mineral Provinsi Riauy;

1. Menyerang, meng-aniaya, Mengancarm  aall mengintimigasit eman
sekeria atau atasan didalam maupun diluar lingkungan keria;

J. Membujuk terman sekerja atan atasan untuk melakukan perbuatan vang
bettentangan dengan peraturan;

k Dengan ceroboh  alau sengajuy merusak atan membiarkan  dalam
keadasn bahaya barang milik negara yamg menimbulkan keruglan bagi
Negara;

l. Membongkar atau membocorkan rahasia negara yang  seharusnva
dirahasialtan kecuall untuk kepentingan Negara;

i

Meladtukan tindak pidana dan berstatus sebagal rersangka;
rn. Menerima gratifikasi, dan
e Melakukan praktck kolusi, korupsi dan nepotisme
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BAB VI
POLA TATA KELOLA KUANGAN

1. Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Strultur anggaran BLUD, terdisi atas:
a pendapatan BLUD;
b, belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

A. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud bersumber dari:

e,

o

jasa layanary

Pendapatan BLUD vang bersumber darl jase lavaran sebagaimana
dimuksud berupa imbalan yang diperoleh dari jusa layanan yang
diberikan kepada masyarakat.

hibaly;

Pendapatan BLUD vang bersumber dard hibah sebagaimana dimaksud
dapat berupa hibah terikat dan hihah iidak terikat vang diperoleh dari
masvarakat atat badan lain, Pendapatun BLUD yang beisumber darl
hihah terikat sebagaimana dimaksud digunakan sesual deéngan tujuan
pemberian hibah, sesual demgan peruntukannya  vang  selaras
dengan  wjuan  BLULD  sebagalmeana  tercantum  dalam  naskah
perjanpan hibah.

hasll kerja sama dengan pihak lain;

Hasil kerja sama dengan pihiak lain sebagaimana dimaksud berupa
pendapatan yang berasal darf DPA APBD

APBD: dan

lamn-iain pendaparan BLUD yang sah, mehputn

JASsE girn;

pendapatan bunga;

keuntung:n selisih nilai tuliar rupiah terhadap mata uang asing;

konsi, potongan atmupun benfuk lain sebagal akibat dard penjualan
dan/atau pengadasn barang danfatan jas=a okh BLUT:

investasi: dan

pengembangan usaha,

1) Pengembangan usaha schagaimana dimaksud dilakukan melaluf
pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kKepada
masyaralar.

2) Unit usaha sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari BLUD
vang  brlug:as  melalkukan  pengembangan  layanan  dan

mengopumalkan sumber pendanaan untuk mendukung kepiatan
BLUD.

RN s Lo b —

Fendapatan BLUD schagaimana dimaksud dikelola langsung untuk
membiayal pengellaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang
berasal dari hibah terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimalksud dilaksanakan melalud
Rekening Kas BLUTY,

B. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud terdiri atas:

.

belanja operasi dan
1. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf &

meneakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan lugas dan
fungsi,
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2, Belanja opcras! sebagaimana dimaksud pada awat (2 meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan
belanja lain.

h. belanja modal

1. Belanja operasi sebagaymana dimaksud pada ayas (1} haruf a
mencakup scluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan
fungsi.

2. Belanja operasi scbagaimana dimaksud puda ayat {2} meliputi
belanja pegawal, belanja barang dan jasa, belanja bunga dun
belanja lain.

3. Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huref b
mencakup scluruh belanja BLUD untuk perichan aset tetap dan
asct lainnys vang member! manfauat leblh dari 12 [dua belas} bulan
untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

4. Belanja modal sebagaimana dimaksud pads ayat (4 meliputi
helanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bungunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset
tetap lainnya.

C. Pembiayan BLUD

Pembfayaan BLULD sebagalmana dimaksud terditi atas:
4. penenmaan pembiavaan, meliputd

1. sisa lebih perhiiungan anggaran tahun anggaran sebelumnys;

2. divestasi; dan

3. pecrcrimaan utang/ pinjaman.
h, pengeluatan pembiavaan, mehpuf:

I. nvestasi dan

2.pcmbavaran pokok utang/pinjaman
Pemblavaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  semua
petierimaan yang perlu dibayar kemball dan/atau pengeluaran yang akan
iterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan roaupun pada
Labun anggaran berkuinya,

2. Perencanaan Dan Pengangparan Badan Layanan Umum Daerah

Unit Peiaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD

menyusun RBA mengacu pada

Renstra. FBA sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan:

4  anggdaran berbasis kineria

b, standar satuan hargg; dan

¢. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan alan
diperoleh deui layanan vang diberikan kepuda masyarakat, hibah, hasil
kerja sama dengan pihak [ain dan/atau hasil vsaha lainnya, APBD, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya.

Anggaran berbasis kinerja scbagaimana dimaksud merupakan analisis

kegistan yang berorientasi pada pencapalan oufzad dengan penggunaan

suinber daya secara erisien.

Standar satuan harga scbagaimana dimaksud pada merupakan harga satuan

setiap unit barang/jasa vang berlaku disuatu daerah.

Dalam hal BLUD  belum menyusun  standar satuan barga  schagabmana

dimaksud, BLUD menggunakan standar satuan harga vang dilctapkan oleh

Keputusan Kepala Dacrah.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan  sebagaimana  dimaksud

merupakan pagu belanja vang dirinci menurut belanja operasi dan belania
modai.

RBA sebagaimana dimaksud, mehputi:
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2  Sumber Daya BLUD UPT Laboratorinm Pengujian

A

SBumber Daya Manusia

Dailk buruknva suati organisasi sangal dipengarnhi  oleh
ketersediaan  sumber daya manusianya balk sccara Kuanfitas
{jumlah] maupun kualitas frnuiu}. Disamping it
distribusi/penempatan sumber daya manusia disetiapunit pelasranan
mempengaruhi kinerja dan atau hasil program/kegiatan. Jenis dan
jumlah SDM di UPT Laboratoritmm PengUjian Dinas Fnergi dan
Sumbel’ Daya Mineral Provinsi Riau menurut tingkal pendidikan
dapat dilihar pada tabel dibawah ini :

Keadaan Sumber Daya Manusia UPT Laboratorinum Pengujian Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Berdasarkan Tingkatpendidikan

Tahun 2024
PENDIDIKAN ‘
| KRl swa' ol o) bw| ov| sl 2| s mal;l
S e 1 =
kasubbag Tata U.s.aham‘ = ‘ B L
. kasi Penguijian | _ B ’ 1 | 1
! Kasi PPPL 1 | _ 1
| Jabatan Fungsional |

Uimim 2 | | 5 1'% l 1| H




Ja

Jabatan Fungsional I ‘ [ |
Lertenty , ' {
| Pegaveal Honorer , | 1 2 | |

| Jumlah & | 3 ‘ E."l 3‘ | 18|
- l | . .

Dar  tabel di  atas  terlihat bahwa das Total SDM UPT
Laboratorium Pengujian Dinas FEnergl dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Risu yang berjumlah 18 omng terdirl darf 15 orang ASN dan
Tenagn Honorer sebanyak 3 orang. Berdasarkan tingkat
pendidikanirya yang terbanyak adajah sarjans 51 scbanyak 8 orang
difkuti D Ii sebanyak 1 orang, SMA sehanyak 3 vrangdan terakhir &2
schanyall 3 orang.

ASN UPT Laboratorium Pengujlan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Fau berdasarkan masa  keria/golongan  dapat
dilthat darl tabcl berikurt ing,

Sumber Daya ASN UPT Laborataorinm Pengujian Dinas Enetgi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Riau berdasarkan golongan Tahun2024

URAIAN GOLONGAN

I Il 1 A"

Kepala UPT 0 0 0 1
Kasubbag Tata Usaha 0 O 1 O
Kasl Pengujian | 1l 1 ()
Kasi PPPL 0 O i 0
Jabatan Fungsional Umum O 1 ¥ 1
Jabatan Fungsional tertentu 0 0 0 2
Jumlah 0 i 10 3

Berdasarkan tabel di atas terlibat bahwa ASN dengan golongan
terhanyak di UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Prosinsi Riau ad-lah Golongan T,

B. Sarana dan Prasarana UPT Laboratorinm Dinas Energi dan
Sumber Paya Mineral

Keberhasilan supatu organisasi, disamping dipengaruhi oleh SDM
wang tersedia Jjuga dipengaruhi oleh sarana dan prasasrana vang
tersedia.  Berilkut ini sarana dan prasarana yvang ada 4 UPT
Laboratorium Pengujan Dinas Energi dan Sumber Paya Mmeral
Prosins] Rlau tahun 2024 scbagaimana toilihat pada tabel df bawah
Figeh
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Sarana Prasarana UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral

Tabnn KO3 Sarana Prasarans Kondisi

1 Kendarasin dinas {roda &) Balk

2 Peralatan laboratorium Fisike

- Peralatan Laboratorium Batu bara Baik

- Peralatan Latoratorium Mineral Baik

- Peralatan laboratorivmn Air/Linibahb Baik

Lirm bah

3  Peralatan Eksplorasi Perla
[Fomeliharaan

4  Peralatan Survey Perlu
Pemechinaraan

5 Peralatan kK3 Baik

6 Peralatan kantor herbaga jenis Badk

5 Perglatan komputer duan jaringan Balk

& Peralatan komunikasi Brik

T  Peralatan pembangkit listik Haik

8  Peralatan Pengolahan Limbah Perdu
Pemieliharaan

3

Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Pengmijian DMnas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Rian

Untuk mengukur kinerja laboratormim digunakan  beberapa
indikator vang dapat mewakili penilatan pada masing-masing
perspektif BSC. Kerangks indikator kinerja yang digunukun dibatasi
pada ketersediaan data. Dimungkinkan adanya indikator-indikator
lainnya  vang lebth tepat  digunakan dalam  menilal  kineria

laboratorium, namun hal i belum dapat disajikan dalam dokumen

i karena belum terbangunnya pengelolaan kinerja pada masing-

masing unit kerja vang digunakan dalam proses penyusunan

prograim dan kegiatan pada sciap penyusunan anggaran t(ahunan,
1. Perspektif Pelangean
Salah sam kineria pelayanan adalah bagaimana mempercleh

giambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat ndikator-indikator
yang dapat menunjukkan perilaku pelangean, yailu:

a,  Cakupan Pelayanan Pengujian

b. Indeks Kepuasan Pelanggan pada Pelayanan
Laboralorium

2. TPempckulProses Bisnis Internal, meliputi:

4 Weakm Tunggu Hast] Pelayanan Laboratorium
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b. Tidak Ada Kesalahan DPengukuran berdasarkan Mutu
Sampel yang digunakan

c.  Tidakx Ada Kesalghan Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Lahoralorium

3 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran, meliputh:
Ketersedigan SDi
b Pemanfaatan Infrastrukiur Pelayanan
¢.  Pengcmbangan dan Pemeliharaan Infrastruktur, mehpufi
1} Peralatan
2} Ruangan
4 Perspektil” Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi  keuanigan
laboratorium = halk  dari sumber  pendanaan  mMaUpun
pembiaryaan. Dalam mengukur perspektif keuangan diglnakan
3 Indikator yainw

8.  Sales Growth Rale (SGR]
b, Cost Recovery Ratio (CRE}
¢  Tmgkat Kemandirian Keuangan

4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layenan UPT Laboratorium Pengujiun Dinas Encrgl
dan Sumber Daya Mineral Provins: Riau adalah sebagal berikut :

1. Dunia Usaha
2 Dunia Pendidikan
3. Masyarakat
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BAB 11t

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Visi

Visi Layvanap BLUD UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber
Daya Mineral adalah sebagal berikut :

Mewuudkan layanan BLUD vang sehat, lerarah, cfisien dan efekul di
lingkungun UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya
Mincral

Penjeclasan Visi @

1. Sehat : mengelola keuangan dan melaksanakan praktik bisnis yang
bertanggungjawab dan ftransparan serta tidak bertenfangan dengan
peraturan perundang-undangart.

2, Terarah : peningkatan lgyanan sesual dengan arah kebijakan dan
kebutuhan masyarakat.

3. Ffisien : kemudahan lavanan dan tfidak menghambat iklim investast di
daerah,

4. Efektf: tidak menimbullkun ekonomi bigwva tingg! dan tepat waktu.

2, Misi

Misi Layanan BLUT UPT Laboralorium Pengujian Dinas Energi dun Sumber
Dava Mineral adalah sebagai berilut:

1. Mewujudkan BLUD vang sehat melslui mengelola keuangan dan
melaksanalkan praktik bisnis yvang bertanggungjawab dan transparan seria
Udak bertentangan dengan peraturan perundang-undangarn.

2. Meningkstkan layanan vang terarah dan sesual dengan  kebutuhan
'l'l'J.EI.S_V&TB.kElt.

3. Memberikan pelayanan yang mudah dan udak menghambat iklinm investasi
i daerz

4, Pelavanan yang cepat dan tepat waktu serta tidak menimbulkan ekonomi
hiaya tinggl

3. Strategi Pelayanan

Bordasarkan capalan kinerija pada Bab 1, Strategl Pelayanan Llj &
Laboratorium Pengujian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral adalah
sehagai herilut:

1. Peningkatan upaya promosifpénlasaran  laboratoriim/ Penambahan
jejaring laboratorium

2. Peningkatan pelayanan laboratorivm

3. Peningkatan Kapabilitas SDM

4. Peningkatan Sarana prasarana laboratoridim

3. Peningkatan penerapan Sistem Muanajemen Mutu secars lconsisten
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4. Arah Kebijakan

Argh Kehijkan terkait dengan lugas dan fungs{ serta urusan pemerintahan
daerah pada UPT Laboratorium Pengujian Dines Energl dan Sumber Daya
Mineral adalah sebagai beriliut ¢

1. Meningkatkan jejaring laboratorium dengan melakukan promosi produk
unggulan laboratorium

Meningkatikan layanun konsumen

Meningkatkan Kompetensi SDM laboratorium sesual dengan standar
Mcningkatkan Ketersediaan bahan reagensia sesual standar
Meningkatkan kuaslitus Laboratorium dengan menambah ruang lingkup
akreditasi komitraen SUM Laboratorium untuk menerapkan SMM secara
konsisten

T RN



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinera,
indikator, target, dan pagunva meng:icd pada Peraturan Menter? Dalam Negerl

yang

mengatur  terkait  dengan  nomenklatur  program/  lkegiatan/

subkeglatan dan pemutakhirannyal.

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintahar Daerah Provinsi

L.

Program ini dimaksudkan untuk menunjang urusan perangkat daerah
Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral df bidang Energl dan Sumber
Daya Mineral Tahun 2024-2028 sebagal berikur !

Gl

b

Kinerju Progrmam . Menunjang urusan pemeriniahan daerah
melalul kinerja leyanan BLUT.

Indikator Program : Jumlah layanan BLUD yang mcndukung
urusan pcmerintahan daerah.

Kcgiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tahun 2024-2028 adalah
sebagai berikut :

3
¢

Kinerja Kegiatan : Meningkatnva layanan BLUD.
Indikator Kegiatan : Jumlah lavanan BLUD vang ditingkatkan

Sub Keglstan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanun
2024 -2028 adalah scbagai berikut:

&

2]

Kinerja Sub Kegistan : Terscdianya Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD.

Indikator Sub Kegintan : Jumnlah layanan dan penunjang layan:in
BLUD vang disediakan



2, Target Kinerja Layanan BLUD Laboratorium Pengujian Dinas Enetgi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Rian Tahun 2024-

INDIKATOR
[ Turolal lyonns BLUD wm:ml
mendisiung nsan
pemeriniehan daerah

TARGET

2025 | 2020 | 22T

2028
| INKLATUR L RUSAN
KODE MNOMES _—“.__-.,_.r”a_‘“,...__“m__ RUSA? KINERIA
3290l T Prageam Penunjung LUrnsan Menumyang s -
Pemerintaban Daerah Provinsi | prmerimitian daeral
ielilu) ki fa lavaran
- - — b FWF.F ..“ﬂu ¥
jl2ol61] L0 Peningkatan Pelavanan BLUL Menmnglativa favanim
R —_— - — ..__.-ﬂ.”_._.._lﬁm_| E——
37200 01| 110 0001 | Pelyyanan day Penunjong Pelayanan | Tersedumyn Pelayanin don

BLLD

Penpisjang Melavannn
BLAD

Jumalah [ayanan BLLTY vang
dizinghutkin
Jumlah hwvansn dan

pentmidng bayanpn BLUD

vang disediakan

m._uum
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BAB V
RENCANA KEUANGAN

BLUD merupakan baglan dari Pengelolaan Keuangan Daersh, yang merupakan
kelkuyaon  daerah  yang  tidak  dipisahkan  wvang  dikelola untuk
menyeleng garakan  Kegiatan BLUD  vang  bersangkutan  scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyusun rencana bisnis dan
anggaran serta laporan keuangan BLUD  disusun berdasarkan Siatem
Aluntansi Pemerintah [SAP].

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsing untuk membiayal
belanja BLUD vang bersangkutan. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan
yang diperoleh dari aktlvitas peningkatan kuslitas pelayanan BLUD sesual
kebutuhart, Regribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUT,
pembayaran Retribusi oleh Wajb Retrbusi disctorkan ke rekening kas BLUD
sesuni dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana blsnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan scbagal bag@n yang tidak ferpisabkan dand rcncana
kerjn dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Traerah.

Gambaran Proyeks! keuangan S (lima) tahunan vang memual perkiraan capaian
kinerja keuangan tahunan selama 5 {(Hima) tahun. adalah sebagal bertkut:
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KODE
0 |

0t | 1,10
(01 1,10

NOMENKLATUR
PHUSAN
PROVINSL

Program
Penunjang rusan
Pemerintahan
Dacral Provinsih

eafmabanian Pellivam
A

e lishiunieny bl

g Pk san
B

PROY£KSI KEUANGAN (Ryp.)

disedinknn

KINER}A INDIKATOR 5074 2038
Menuojang | Jumlah
TIRICHIT lay A
jpemerintithy | BLUD yang
n thaeral mendukimg
el S
hinerjn pemerininti
RS i daerah
BLUD - -
Memmngkarnya | fuminh
Lyl ly tnen
ST BLLUD vang
| dinogkathan . i
Tetstdianya Tumlah
CPelnvnonnslan | Bayannm dnn
Penuigang | pEMIRE | o6 550 317 | 902 572 893
Petaynnan by
BLLID BEUTD ying

2026

NG B30 183

2027

1.092. 113,201

2028

|, 201 324 821

N
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BABVI
PENUTUP

Dengan ridho dan rabmat Allabh SWT, Rencana Srategis  UPT Laberatorium
Penguijian Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provins] Riau Provinsi Riau
tahun 2024-2028 telah disusun sebagai salah satu persiaratan administrasi
untuk menerapkan PPK-BLUD sesual yang diamanatkan olch PP No. 5§ tahun
2005 terakhir diubah dengan PP 12 Tahun 2019 dan Pormendagri No. 79
tahun 2013.

Rencana Sraitcgis UPT Labeoratodum Pengujian Dinas Energl dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Risu Tahun 2024 - 2028 memia { kajian strategis dan
penetapan kebijakan strategls dan  prediksi  keglatan  laboratorium untuk
Uma tahun ke depan, dengan memperhatiban asumst malkro dan mikro
RBeberapa indikator kebethasib o pelaksanaan juga telah diterapkan sebagai
targel yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategis tersebut
dibulubkan komitmen vang tingwi, kerja keras, dedikasi, dan lovalitas dart
scluruh  jajaran  pegawal  laboratorium.  Tidak saja sebaga:  pedoman
perencanaan  tahinan rerapl rentrsa juga dapat menjadi pedoman dasar
dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama lima
tahun kedepan.

Agenda-agenda strategis pembpngunan harus dijadikan acuan dasar unit
kerja terkait sehinggs secam komprehensid rencana  strategis ini dapat
dijalanian sccara bersama-sarms,

Mudahmudahan Rencana Suategis UPT Laboratoriuim  Pengujian Dinas
Enerzl dan Sumber Dgya Mineral Provinsi Riau i dapat mengantarkan
laboratorium menjadi lebih  hadk dakym  memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat  serta memperoleh dukungan penuh dan selureh stakeholders
terutama Pemerintah Provinsi Ruiu.

Masukan serta kritik vang bersifat membungun kiranya dapat menjadi bahan
evaluas! bagl perbalkan penyusunan rencanz strategis i masa yang akan
datang. Dengan Penyusunan rencana strategis UPT Laboratorium Pengujian
Dinas Energl dan Sumber Daya Mineral Provinsi Risu yang selaras dengan visi
dan mis! gubernur Riau ini semoga dapat berkontribusi bagl perwujudan visi
dan misi kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral

Fi. GUBE¥NUR RIAU
ttd.

T LHARY ANTO
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LAMPIRAN 1)F PERA TURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR FPELAYANAN
MINIMAL  UNIT [PELAKSANA
THKNIS LABORATORIUM

PENGUJIAN DINAS ENERGE
DAN SUMBER DAYA MINER AL
PROVINS] RIAU

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dasar Hukum

1.

Ul

10.

Undang - undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesta Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang
~Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemetintaban Dacrah
(Lembaran  Negare Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679).

Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlang Pengelolaan
Kcuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal
Dactah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia nomot 5887).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dadan Layanan Umum sebogaimana  diubah  dengan
Peraturan Femcrintah Republik indonesia Nomwor 74 Tahun 2012
Tenlang Perubahan Aas Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2003
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umium.

Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 79 Tahun 2018 lentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Upum
Daerah

Peraturan Menleri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/O2/M.PAN/1/2007 tanggal 25 Junuar 2007 tentang Pedoman
Orgamsasi Satuan Kerja di lYnglaungan instansl pemerintah yang
mencrapkan Pola Pengelolann Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturann Menteri Keuangan Nornor 109/PMEK.05/2007  tentang
Komiite Pengawas pada Badan Layanan Umurmm.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 981/71011/8J tanggal 06
Februar! 2019 tentang Modul  Penflafan dan Penectapan Badan
Lagvanan Umum Dacrah.

Peraturan Daerah Provinst Riau Nomor 3 Tahun 2020 tcrtang
Peruhahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins? Riau.

Peraturan Gubernur Kisu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Ommanisas! dan Tata Kerja Peranglat Naerah di lingkungan
Pormerintalt Provinsi Riau.
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11, Peraturan  Gubernur  Riau  Nomwor 68 Tahun 2017 tentang
Pembentykan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Provinsi Riau.

12, Peraturan Gubernur Riau Nomer 17 Tahun 2019 tentang Porubahan
Atas  Peraturan  Gubemur  Nomor 68 0 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Provinsi Riau.

B. Persyaratan
C. Bistem Mekanisme dan Prosedur
I} Waktu Penyelesaian

Wakiu pelenvesaian Layanan BLUD UPT Lahoratorium Pengujian Dinas Energi
Pan Sumber Daya Mineral Protinsi Riau yaitu:

a. Pelayanan Pengujtan Contoh : Maksimal 14 hart keria
b.  Pelayanan Jasa Penyewaan Peralatan  : Maksimal 3 hail keria

E. Biaya / Tarif

Tarif setiap produk layanan BLUD UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl
Dan Sumber Daya Mineral Provingi Riau selanjumya diatur dalam Peraturan
Gubernur Provins] Flau

F. Produk Layanan

Produk Layanan yang saat inf tersedia di UPT Laboratorium Pengujian Thinas
ESDM Provinsi Riau mefipuri :

1. Pelavanan Pengujian Batubara

b

Pelayunan Pengujan Mineral

Pelayanan Pengujian Alr dan Air Limbah

bog

Pelayanan Jasa Penyewaan Peralatan

(. Sarana, Prasarana dan Kompetensi Pelaksana

Sarang, pmsarana dan kompemnsi pelaksana pada sctiap layanan BLUD UPT
Laboratoriutn Pengljan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinst
Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a Pelayanan Pengujian Sampel

T 1 T T 1

| Kriteria kuang Lingkup

- Pengujian Sampel Batu bara
Jenis Pelayanan _ e "
& Pengujian Sampel Mineral

5 Penguijian Bampel Air dan Air Limbah

| Tempat Pengujian | Ruang Preparas! dan Ruang Laboratorium
|

Mampl melaksanakan pengujian sampel batubara.

K ompetensi Minergl, ar dan air limbah
|
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| Sumber Daya Manusia

l

Kriteria

Ruang Linghkup

Ruangan

Analis Kimia
Penguji Motu Barang
Teknisi Laboaratorium

Penerima Contoh UJ

Loket Penerima Sampel
Puangan Hreparasi
Ruangan Timbangan
Ruangan Laboratorium Uj

Rusngan pengetikan hasit uj

Prosedur / Instruksi
Kerja

Proscdur Pemilihan Metocde Ull
Prosedur Validasi dan Verifikasi
Prosedur ketidakpastian pengulilran

Proscdur  Penggunwian  dan  Pemehiharaan
Peralatan Penguman

Prosedur Penanganan, Transportasi
Penyimpanan Dan Penggunaan Standard dan
Buhan Acuan

Proscdur Ketertelusuran Penguliuran/ Kalibrasi |
Alat

Prosedur Pengecekan Antara
Prosedur Penanganan Bahan Uji
Prosedur Pelaporan Hasil Pengujian
instruksi kerja Metode Pengujian
Instruksl kerja Perawatan Alat

Instruksi Kerja Alat

Fasilitas Peralatan

Media & Reagensin

Caratan [/ Rekaman

Peralatan Preparasi Sampel
Peralatan Us Laboratoriim
Komputcr

Printer

Bahan Kimia

Alat Tulis Fantor

Form pormohonan penguiian

form kaj ulang permintaan
Buktl sampel masulk
I'orm surat tugas penglyjian
Work sheet pengitjian

Laporan hasil uj sementara




-

RKriteria

Ruang Lingkup

e Laporan hasi aj
- Tanca tetima hasil uj

= Arsin hasil pengujian

b. Pelayanan Penyewaan Peralatan

—

Hriteria

Ruang Lingkup

| Jenis Pelavanan

| Kompetensi

Pelavanan jasa pemyewaan peralatan

M am pu megprsien prdin yang disewnwkon

|

‘ Surmber Davn Manusia

- Analis Kimia

- Penguji Mutu DBarang

- Opcrator Mesin

Riangan

- Loker Penernma Sanipel

Ruangan Peralatan

Prosedur / lnstruksi
| Kerja

Prosedur Pemilihan Metode Uji
- Prosedur Validasi dan Verfikasi
Prosedur ketidakpastian pengukuran

- Prosedur Penggunaan dan Pemeliharasn
Peralatan Pengwjian

- Progedur Ketertelusuran Pengukuran/ kalibrasi
Alet

- Prosedur Pengecekan Antara

Prosedur Pelaporan Hasil Pengujian

- Instruksi Kerju Metode Pengujian

Instruksi Kerja Perawatan Alat

- Instrulesi Kerja Alat

Fasilitas Peralatan

- Perglalan yang disewalkan

- Komputer

Printer

Media & Reagensia

Sesuai dengan metads pengujian
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| KEriteria Ruang Linglmp

| Form permohonan pengujian
- Furmi kaf ulang permintaan

| - Buku sampe! masuk

I - Form surat tugas

| Catatan / Rekaman | = Waork sheet penguiian

- Lapotan hasil uji semeniara

| - Laporan has?t yi

= Tands fterima hasil uj

| - Arsip hasil pengujian

H. Kompetensi Pelaksana
I. Pengawasan Internal

Pengawasan intcmal setiap keglatan dilakukan oleh seap personidt yang
bertanggungjuwab sesuai dengan Qigas pokok dan [un gsinya. Adapun

indikator tcrhadap pengawasan yang dilakukan dapat dilihat pada tabel
dibawah i ¢

g2 AN
' No ‘ Jenis Pelayanan Indikator Standar |
i 1. 1 Pengujian i |- Wakty iayamm <14 Hari Keria

' Lahoratorium

. - Pelaksana Interpretasi Hasil | Kasi PFPL

| - Akurasi hasil pengujian G5-105%
- lahoratorium
‘ ‘ - Tidak adanyva kesalahan 1040 %

pengeilkan dan peverahan
hasil pengujian

- Kepuasan pelanggan = 8%

2. | Jasa Penyewaan | . ‘Waktu layanan | =3Har! Kerja
. Peralatan

i

Kesiapan dan kemampuan | 100%
peralalan vang tciscdia

J. Penanganan Pengadvnan, Saran dan Masukan

Setiap pengaduan, saran dan masukan vang disampaikan oleh pelanggan
akan dievaluasi dan dinwshgasi oleh penanggungjawab teknis. Hasil
investigasi disampaiken dengan phmpinan BLUD dan ditindaklanjuti  das
dilakukan tindalan perbaikan. Jika pengaduan disampaikan secara tertulis,
hasil tindaksn perbafzan disampaikan secara tertulls kcpada pclanggan.
Waktu untuk melakukan evaluasi, investigasi dan tindalkan perbaikan diatur




S

lebih lanjut didalam dokumen teknis sesuai dengan aspek pengaduan  yang

disampaikarn.

K. Jumlah Pelaksana

L. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan

M Jaminan Pelayanan

Sctiap pelassanan UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energl Dan Sumber

Daya Mineral Provinsi diawasi dan dievaluasl secara berkala baik sccara

internal maupun eksternal untuk menastkan jaminan mutu sctiap pelayanan

vang diberikan. Adapun indikator pengawasana terhadapa jaminan pelavanan

yang diberikan daapal dilihat pada tebel dibawah ind :

1. Pelayanan Pengujian di Laboratorium

. Penanggung

Sasaran Proses Catatan Indikator
| Wran Kegiatan Mutn Jawab Kerja |
| Form | A & ||
Identifikas{ o h Penenma Permintaan
pelanggan DEFMONONAR | (ontah pengujian
R | dapat dilayani
' 108%,
Rincian F_:::-Im fnclan | B kepatuhan
pen1bayaran biava N pelugas
pengujlan pengupan memnibuat
rincign biaya
100%
l : kepatuhan
| Pembayaran Kwitansi Eg;;iigﬁl petug as ‘
membuat
Wa'km.. kwitansi
R = Check list 100%
SR | a5 perstapan Analis kepatuhan
prngujinn penguiian hetigas
; 10102,
Pengujian ‘ Ee:;l?iﬁﬂ Analis kepatuhan
i petugas
Form hasil 100%
Hasil vl Analis kepatuhan
| | sementara netugas
o , - | 100%
Ve ey (euann, (HEpAH SERML |4 haren |
mutu hasil pengujian e
o pelugis
IS W
, Tanda 100%,
E{;qﬁerahan tr:':.;ima hasil | §§2§§§trasi kepatuirarn
13t pETUEas
Pemantapan | Menerima = - 0%
Mg bahan dar B Conttn : kopatihan
Eksternal Pelaksana pMy | PEUEUIAN A

PmelUEas
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: - i
Sasaran 1 Proses | Catatan Penanggung | Indikator .
Mutsu Kegiatan Mutu | Jawab : Kerja
: , | | 100%
, Mei::lkgkan | Work ﬁheet Bl kepatuhan
"Eengujlan pEnnglE.Il ke petugas
Form hasil ‘ 1. 050
‘ Hasil wii Analis ‘ kepatuhan
| senlentara petizas
;ﬁ;ﬂft | Kepala sckst 0038
Veritikasi hasil | i - B leepatuhan
mutu hiasil PergLan ‘ petugas
| uji IE=
oy | Tanda - 100%
Een_%mman terima hasil | E’:;;Sla | kepatuhan
| B3 | uji | pelugas
bahan dan ! BA Hasil | Tim penerima kEpétuhan
reagen, cek Pekerjaan | barang petugas
kadaluarsanya | _ ‘
Mencatat | : 100%
| teihan dan penctimaan penerimaan | barang peiugas
reager bahan /reagen ! =
Menvimpan ‘
| o
hahan dan 7 ! 100%%
reagen pada Check list ;I::?_mpmenma kepatuhan
suhu vang e PETLEAS
ditentulkkan | 1=
y Fram 100%s
‘ igﬁ%iéﬁ?gm permintaan | Analis kepatuhan
kalibiasi alat : | bahan/jasa PEL RS
| Kepala BSeksi kL
Tindak lanjut | Check list pek. kepatuhan
Pengiiian petugas
----- i i ’P'f:nga_j'lja?f —=] FF;rm_usulan Kepala 0% 4
I tralning untuk : Subbag Tata  kepatuhan
R pelatiban ; R
| . persomnil Usaha neliizas
| Kompetensi | q:;ii;ﬁ | |
petugas {}ai)::}ratorium Kepala 100%
Gl Check list Subbag Tata | kepatuhan
mendukunes A JUREEAR
 pelayanan | ! |
2. Pelayanan Jasa Penyewaani Peralatan
Sasaran ! Proses Catatan Penanggung Indikator
Muto f Kegiatan | Mutu Jawab | Ketja
i 23 Farmm 90%
kesiapan Identifikasi permohonan | Penerima Permintasn
T}Em pelanggan penyowaan | Contoh pergu jian
?er:jimpuan alat dapat dilayani |
Peralatan S '
var ?11":&'..-;-;:1 Rincian Forml Penerima 100%
yelg ] pembavaran | rincian Contoh kepatithan




G

Proses |

Sasatap Catatan Penangpung Indikator
Mutu Kegiatan Mutu i Jawab Kerja
l penyewaan alat | biaya petugas
PENyEWHAL membiual
alat | rincian ‘hiaya
= 100%
; : Bendd ara Eepaliian
r Pembayaran Kwitansi Plnmthian petugas
mernbuat
kwitans]
Persiapan Chec‘:k HSt Teknisi LIl
peralatan s 5 ‘ Peralatan ERALLTR
Ll peralatan pelugas
| ‘ Kepdln Seksi
Tanda | Pelayvanan Dan | 100%
. Sk terima ' Pﬁngembmlgan kepatuhan
peralatan peralatan Peralatan perlgas
. | Laboratorium
" Checklist | 100%
Bririidints ‘ kondis Operatot kepatuhan
' ' peralatan petugas
‘ ' | Kepala Seksi
BT ‘ijtda Pelavanun Dan | 100°%
- 7 i terima Pengembangan | kepatihan
PG o peralatan Peralatan petugas
- _ | Laboratorium
, l Pengujian Check list — | 100%
| | peralatan kondisi Lo kepatuhan
setelah disewa | peralatan | | petugas
| Pengijian | . - 2 do
| s el Check list Teknist | Kepatihg
¥ rakan | petygas
' : | Kcpala Scksi.
| HevpmsEE Pelavanan Dan | 100%
| Tindak lanjut Check list Pengembangan | kepatuhan
Peralatan petugas
| ! Laboratorium
' : 100%
| ?:ff,iﬁ:: g | Check list | “eknisi Lepatuhan
petugas
Perbailean Kepala Seksf
Peralatan Pelayanan Dan | 100%
Tindak lanjut Check hst Pengembangan | kepatithan
Feralustan petugas
Laboratorivim
o . . 100%
Training untuk | | 2 kepala Subla ;
persond ‘ SR Tafa Usaha . ;g'ﬁ;;;;an
Kompetensi | Sertifikat ‘
petugas pelatthan ot iz ‘ 00%
i | persorul untik | Check list | ?:%dﬁsgg:bd‘g kepatuhan
mendukung ' petugas

- pelavanan
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Adapun standar pelas ana minimal vang ditetapkan serta metoda pengukiirall

vang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawab ini:

Pengujian di Laboratorium

1. Waktn layanan <14 Hari Ketia

T

D udul

Wakt layanan =14 Harl Keria

| Tujuan

Gambaran kecepatan dan wakm layanan pengujan |

|
|
B |

Definisi Operasional

[ =

ama waktu pelayanan pengujian darn {nu1ai
sampe) diterima di laboratorium sampal dengan |

! Cara Pengambilan Dan

| Pengolahan Lata

| hasil selesat _|

4. Tiaphari dilakukan pencatatan Jurlah
pengujian dan walktu vang diperjukan unguk ‘
pENgujian ) ‘

b, Pada akhir bulan dihitung jumlah pengujian di |
lahoratorium, kemudian dibedaksn hasil
\ahoratorium vang selesziz 14 hari kerja
dengan hasil yang sclesal > 14 han keria _ ‘

¢. Dihitung targer pelayanan tepat wakuu, dan
hasil laboratorinm <14 hari kerja dibandimgkan ‘
dengan lotal pengujisn sctiap bulan, dikalikan

Formula Pengukluran

100% PR
X
% waktu layanan 14 hari kerja = --- X 100%
JaauEy
Kelerangan |

X = hunlah pengujan vang waktu lavanannya 14
hari kerija

N = jumlah penowii w setiap bulan

Implemeritasi

2, Data diambil : tfiap bulen
b, Jumlah pengujian : pengujian scmua selesal
=14 hari kerja ‘

| ¢ Alat pengumpul data : rekaman jumlah

pengy’'an dan lama waktu pergijan

FPenangeung Jawab

Kepala Seksi Pelayanan Dan Pengembangan

Peralstan Laboralorium

2 Akurasi hasil pengunjian laboratorinm

Judul ‘

Alcurasi hasil pengujian laboratorium

Tujuan ‘

| Gambaran keteparan layanan pengujian df

labaratorivm

| Ketepalan hasil pengujian dilaboratorium

Definisi Operasional

ditentukan dengan cara bahan kontrol yang
bemsertifikatl atau bahan kontrol internal vang divjl
bersamaan dengan sampel yang diujl, Selan itu
jnga memperfimbanglan dari nilai k oreksi hasil
kalibrasi peralatan ujl dan hasil persatapan mutu
elsternal vang dilalcukan seiiap tahun.




A

i. Cara Pengambilan Dan
Pengolahan Data

Ta. Dilakukan pengujian bahan kontrol bersamaan

dengan sampel yang diuji

| B, Trhitung hasil pengujian vang dipercleh dari

bahan konrol

¢. Dihitung target akurasi pengujian dengan

membandingkan hasil uji hahan kontrol yang
diperoleh dengan hasil ujl bahan konftrol yang
disertifikat lalu dikalikan 100%.

| . Pada ukhir bulan, hasil akurasi yvang diperoleh

setfap pengujian dirckap dan dihitung rata-rafa
akurasivang diperoleh.

Formula Pengukuran

l
i

(8

o4 nkurasi hagil = ------------- ¥ 100%4

Keterangan :
Y = nilai hasil uji bahan kontrol yang diperoleh
= ni & hasil uf bahan kontrol yang disertifikat

Implementasi

T

IE.__TIIHT% disnbil ; tlap bulan

b Jumlah pengujian bahan kontrol dalam satu
bulan dihitung

¢, Jumilah pengujian berdasakan nilai pengujian

bahan kontrol yang masih dalam batas nilad

VANg sesusi

| d. Alat pengukur : rekaman hasil pengujian dan

rekaman hasil pengijan bahan Kontr of

- Penanggung Jawab

Kepala Scksi Pengujian

Jasa Penyewaan Peralatan

1. Walrtu lavanan< 3 Hari Kerja

|I Judul

‘ Walktu lavanan s 3 Harl Kerja

|
Tujuan

Detinisi Operasional

| Geumberan kecepatan dan wakwl layanan

penyewaan peralatan

Lama waktu pelayanan penyewaan peralatan dard
mulai permohonan diterima df sampai dettgan alat
diserahkan ke pelangean

Cara Pengambilan Ban
Pengolahan Data

a. Dilaltukan  pencatatan  wakfu  pengecekan
peralatasn sebelurn digunakan hingga
memperoleh perkiraan wakiu untuk melakukan

pengecckan perlatan sebelum digunakan.

b, Pada akhir Dulan  dihitung  ma-rata wakto
pelayvanan penyewaan  peralalan,  kemudian
clbedakan pelayanan yang selesal = 3 hari kerja

cengan hasil yang selesal > 3 hari kerja,

dilkcalikan 100%

Dihitung target pelayanan tepat wak tu, dari hasil
laboratorinm = 3 hari kerja dibandingkan dengan
total  penvewaan  peralatan  sctiap  bulan,




—

Formula Pengukuran

X |
o4 waktu layanan 14 har! loorie: Wl pmrepieed X
1004¢

N |
kKeterangan

X =jhimlah penyewaan peralatan yang waktu
lavanannya 1 harl kerja
N = jumlah penvewaan peralatan tigp bulan

Implementasi

d. Tata diambil : dap bulan

c. Jumlah pengujian : pengujian semua sclesai < |
har kerja

[ Alat pengumpul data : rekaman jumlah
pengujian dan Iama waktu pengujian

Penanggung Jawab

Kepala Seksi Pelarvanan Dan Pengembangan .

Perulatan Laboratorium

2. Kesiapan dar Kemampuan Peralatan.

Judul

Keslapan dan Kemampuan Peralatan ‘

Tujuan

Gambaran Kesiapan dan Kemampuan Peralatan
vang disewakan

| Definisl Operasional

)

Kesiapan dan Keom wnp e Pesedian Akukan |
dengan cara melakukan inventaris kelengkapan |
pealatan secara berkala, melakukan perbaikan

terhadap peralatan vang misak dan melakukan ‘

kalibrasi peralaltan apabila peralatan tersebut
mermberilan hasil vang lirang akurat, |

a. Dilakukan pengecekoan peralatan dan
nicnghltung akurasi peralatan
L. Dihitung hasil pengecekan peralatan dan ‘

akurasi peralatan vang diperoleh dari bahan
kontrol

| Cara Pengambilan Dan ‘ ¢. Dihitung taiget akurasi peralatan dengan

| Pengolahan Dala

membandingkan hasil ujl bahan kontrol yang
diperoleh dengan hasil uji bahan kentrol yang
disertifilcat lalu dikalikan 100%. ‘
d. Pada akhir butan, hasil akurasi yang diperoleh
| setiap pengujian direkap dan dihitung rata-rata
| akurasi vang diproleh.

Formula Pongukuran

% akurasi hasil = -——-—--- s X009

Kererangan : ‘
Y = nilal hasil peralatan yang diperoleh
7 N = nilal hasil uji bahan kontrol yang disertifilkat

| Implementasi

a. Data dlambil @ tap bulan

b, Dihitung akurasi peralatan satu bulan

¢ Alat pengukur - rekaman hasil pengujian
perdlatian dan rekaman hasil pengujian bahan
kontrol .

FPenanggung Jawab

Kepala Scksi Pelayanan Dan Pengembangan
Peralatan Laboratoriim




N.  Evaluasi Kinerja
Pengulcuran  capaian Kinerja dan  evaluasi Kinerja dilakukan oleh masing-
masing personel dengan pengawasan  olch  masing-masing kepala  selsi,

Perivusurian laporan dilakukan scliap tahun dalam bentuk LAKIP (laporan

Kirerja Instansi Peimelinta bz,

Fji. GUBERYUR RIAU
ttd.
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